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ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY MANAGEMENT  

OF VILLAGE ALLOCATION FUND 

(Studies on Lembang Sa’dan Pebulian 

and Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

North Toraja Regency) 

By : 

WINDA SARI 

Accounting Study Program, Faculty of Economiics and Business 

Bosowa Universiy 

ABSTRACT 

WINDA SARI.2021.Accountability and Transparency Management of Village 

Allocation Fund (Study on Lembang Sa’dan Pebulian and Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’ North Toraja Regency). At the Lembang Sa’dan Pebulian Office and 

Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Office, Sub-districts Sa’dan, North Toraja Districrt, 

South Sulawesi Province. Supervised by Adil Setiawan, A.Md.Kom.,S.E., AK.CA 

and Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak.CA. 

This research aimed to measure the accountability and transparency of the two 

villages that received different amounts of ADD with the characteristics of each 

different village. The result of the description are obtained through measurements 

by comparing. Permendagri number 20 of 2018 with actual field activities. 

This research uses a qualitative method with a descriptive approach.  

The result of research based on Permendagri number 20 of 2018 show that in 

general the management of village allocation fund in Lembang Sa’dan Pebulian 

and Lembang Sa’dan Sangkaropi’ is accountable and transparent at the 

administration, reporting, and accountability stages. 

 

Keywords : Village Allocation Fund (ADD), Accountability, Transparency 
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A K U N T A B I L I T A S  D A N  T R A N S P A R A N S I   
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Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Kabupaten  

Toraja Utara) 

OLEH : 

WINDA SARI 

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Bosowa 

ABSTRAK 

WINDA SARI.2021.Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (Studi Pada Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

Kabupaten Toraja  Utara). Pada Kantor Lembang Sa’dan Pebulian dan Kantor 

Lebang Sa’dan Sangkaropi’ Kecamatan Sa’dan Kaupaten Toraja Utara Provinsi 

Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh Adil Setiawan, A.Md.Kom., S.E., M.SI., Ak.CA 

dan Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak.CA. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa 

yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dengan karakteristik masing-masing desa 

yang berbeda. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan kegiatan lapangan yang sebenarnya. 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualtatif dengan pendekatan 

deskriptif.  

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 menunjukkan 

bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa’dan 

Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ sudah akuntabel dan transparan pada 

tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

 

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas,Transparansi  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi beberapa perubahan dalam 

masing-masing bidang ilmu dalam hal ini seperti yang terjadi pada salah satu biang 

dari  bidang ilmu akuntansi yakni akuntansi pemerintahan. Salah satu penyebab 

berkembangnya akuntansi pemerintahan ialah adanya ketentuan yang mengarah 

kepada sifat transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana milik 

masyarakat sehingga memunculkan keinginan dalam diri masyarakat akan 

kehendak untuk menggunakan sistem kerja akuntansi dalam pencatatan dan 

pelaporan kinerja pemerintahan.. Pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan 

merupakan tujuan pokok yang dimiliki Akuntansi pemerintahan. Penyediaan 

informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang 

dilakukan pemerintah selama satu periode merupakan pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh pemerintah. Informasi dalam proses manajerial, seperti 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja 

pemerintah harus disediakan oleh akuntansi pemerintahan. Terselenggaranya 

pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien juga 

perlu dimungkinkan oleh  Akuntansi pemerintah. 

Penerapan akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pusat tapi juga di 

tingkat daerah hingga mencakup pedesaan, dan disetiap anggaran dan kegiatan  

yang dilaksanakan membutuhkan pertanggungjawaban. Namun dalam pembuatan 
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laporan pertanggungjawaban untuk daerah pedesaan masih ada pihak-pihak yang 

masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar. 

Saat ini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus dicapai 

diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa mempunyai wewenang untuk 

mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki 

masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. 

Peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang 

pemerintahan Lembang menjelaskan Desa adalah Desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Desa yang merupakan sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya 

perubahan demi mendukung pembangunan desa yang lebih baik dan tingkat 

kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Pembangunan ini 

memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan 

pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses 

perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan pembangunan desa.  

Pada prinsipnya ADD yang diberikan harus menganut prinsip akuntabel, 

transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. 
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Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada 

prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang 

dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melakukan 

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 

Konsep dasar akuntabilitas dan transparansi harus diketahui oleh semua lapisan 

mulai dari petugas yang berwenang hingga masyarakat agar tidak timbul sikap 

apatis untuk menghindari kecurangan yang bisa saja muncul pada saat proses 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam melaksanakan segala sesuatu dimulai dari 

perencanaan, pengelolaan hingga petanggungjawaban.  

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus mengungkap hal-hal 

yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan, dalam hal ini masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 

seluas-luasnya tentang keuangan daerah hal ini yang disebut dengan transparansi. 

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tepatnya pada Bagian 2 Pasal 2 dijelaskan 

tentang asas pengelolaan kuangan daerah, keuangan desa dikelola berdasarkan 

asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan 

pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.  

Kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 

pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawabam yang terukur baik 
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dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya merupakan akuntabilitas dalam 

penyelengaraan pemerintah daerah. Kegiatan pembangunan desa memerlukan 

biaya yang terhitung banyak. Di setiap desa di Indonesa diberikan Alokasi Dana 

Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk 

pembangunan desa tersebut. Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan 

sangkaropi’ merupakan desa yang merasakan dampak dari anggaran alokasi dana 

desa, dimana dana desa yang diterima digunakan untuk pembangunan sarana dan 

prasarana desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan 

seperti perkerasan telfort  di beberapa bagian dan rambat beton  di Sa’dan Pebulian 

yang merupakan salah satu bukti realisasi dari alokasi dana desa yang diterima 

sedangkan di Sa’dan Sangkaropi’ dilakukan pemeliharaan prasarana jalan desa, 

rabat beton dan juga drainase di beberapa jalan utama. Adapun dana desa yang di 

peroleh desa Sa’dan Pebulian dan desa Sa’dan Sangkaropi’ dalam tiga tahun 

terakhir dapat dilihat dalam tabel  1.1 berikut: 

Tabel 1.1  

Besaran Alokasi Dana Desa 

Tahun 
Transfer 

Sa'dan Sangkaropi' Sa'dan Pebulian 

2018  Rp     1.043.282.000   Rp       757.189.000  

2019  Rp        793.119.000   Rp       503.813.000  

2020  Rp        505.815.500   Rp       495.679.700  

 
   Sumber : Badan Kepegawaian Kecamatan Sa’dan, data diolah (2021) 

 Lembang Sa’dan Sangkaropi’ sebagai penerima ADD tertinggi dan 

Lembang Sa’dan Pebulian sebagai pemerima ADD terendah di Kecamatan Sa’dan. 

Pengalokasian Dana Desa di dua desa tersebut mengalami penurunan dalam tiga 

tahun terakhir. Hal ini menjadi salah satu penyebab makin merosotnya 



5 
 

 

perekonomian masyarakat khususnya selama masa pandemi, dimana mayoritas 

masyarakat yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan pedagang tidak dapat 

beraktivitas dengan normal terlebih dengan adanya pemberlakuan PSBB yang 

mengakibatkan sumber penghasilan mereka menjadi berkurang. Alokasi Dana Desa 

di Sa’dan Pebulian dan Sa’dan Sangkaropi diperoleh dari APBD.  

 Sebagian besar dari dana desa yang diterima dialihkan untuk pembagian 

BLT dan penanganan Covid-19 sehingga rencana pembangunan serta pembinaan 

dan pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat. Saat ini masih terdapat banyak 

jalan di kedua desa yang dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari 

pemerintah setempat seperti jalan menuju daerah-daerah yang jauh dari jalan poros, 

masih banyak jalan yang berupa batu-batuan dan tanah sehingga sulit dilalui. Masih 

banyak yang belum paham terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa 

yang benar, khususnya untuk daerah pedesaan. 

 Penggunaan ADD rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang 

seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa, sehingga peran 

masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak terlepas dari peran pemerintah 

kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di 

desa sangat penting  Alokasi Dana Desa. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti 

ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ di  Kecamatan Sa’dan 

Kabupaten Toraja Utara.  

Penelitian sebelumnya oleh Rika Ardiyanti (2019) dengan menggunakan 

metode kuantitatif meneliti tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada 



6 
 

 

suatu desa. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti hendak menguji tingkat 

akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengolah kinerja keuangan 

dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah desa yang ada di wilayah 

Kecamatan Sa’dan dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 

2020 dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan demikian, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Lembang Sa’dan 

Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Kabupaten Toraja Utara)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Lembang 

Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Di Kabupaten Toraja 

Utara? 

2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Lembang 

Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Di Kabupaten Toraja 

Utara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa pada Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ di 

Kabupaten Toraja Utara. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Transparansi Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa pada Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’  Di Kabupaten Toraja Utara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem akuntabilitas 

dan transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban ADD di Lembang 

Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Di Kabupaten Toraja Utara. 

Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui 

penelitian ini : 

1. Bagi penulis 

Menambah ilmu dan wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan alokasi dana desa . 

2. Bagi pemerintah Desa 

Dapat memberikan gambaran mengeai kondisi pertanggungjawaban 

pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD 

khususnya di Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

Kecamatan Sa’dan Kabupaten Toraja Utara sebagai bahan evaluasi mengenai 

pengelolaan ADD di Kecamatan Sa’dan. 

3. Bagi masyarakat Desa  

Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai 

pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

mensukseskan pelaksanaan ADD.  
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4. Bagi Akademis 

Dapat menjadi tambahan referensi untuk kemajuan akademisi dan menjadi 

acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Akuntabilitas  

Meurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik. 

 Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban 

pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang menadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. 

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seorang atau unit organisasi 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara 

berkala. 

Nasirah (2016), akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan 

kontrol terutama dalam pencapaian hasi pada pelayanan publik. Dalam hubungan 

ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. 

Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang 

saling menujang akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan 

efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik 

dan juga sebaliknya.
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Akutabilitas publik terdiri dari 2 macam (Mardiasmo, 2009:21), yaitu : 

1. Akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja 

(dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah 

kepada pemerintahpusat, dan pemerintah pusat kepada MPR 

2. Akuntabilitas horisontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 

Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu : 

1. Akuntailitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal 

penyelengaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau 

petugas publik baik individu atau kelompok  berkewajiban intuk 

mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan 

kinerja atau hasil pekerjaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu 

bila dipandang perlu 

2. Akutabilitas Eksternal, berlaku pada setiap lembaga negara sebagai suatu 

organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima 

dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pukah 

eksternal dan lingkungannya. 

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat 

dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu 

akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, 

akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. 

Mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana 

desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab 

utama merupakan tujuan utama dari konsep akuntabilitas. Pengelolaan keuangan 

yang baik harus menjadi terobosan yang berdiri tegak sehingga arah pengelolaan 
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keuangan yang berlandaskan transparan, akuntabel, dan partisifatif menjadi hal 

yang inveratif ketika diterapkan dan dilaksankan saat pengelolaan keuangan. Maka 

dari itu pengelolaan keuangan yang baik pula harus dilakukan sesuai aturan 

pemerintah 

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan 

desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam pengukuran 

dalam penelitian ini yakni : 

Indikator pada tahap perencanaan : 

No. Indikator 

1 
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi 

Kebendaharaan. 

2 Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran 

serta dalam buku kas umum. 

3 Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan 

Indikator pada tahap pelaporan : 

No. Indikator 

1 
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama 

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat 

2 
Laporan yang dimaksud berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan 

realisasi kegiatan 

3 

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan laporan akhir realisasi 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran  paling lambat minggu kedua bualn Juli tahun 

berjalan 

Indikator pada tahap pertanggungjawaban : 

No. Indikator 

1 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Desa 

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran 

2 Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir 

tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa 

3 
Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi 

APB Desa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar 

program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa 
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2.1.2 Transparansi 

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 , tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, menyebutkan bahwat transparansi adalah prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 

seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin 

akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. 

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan (opennses) 

pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi 

yang terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang 

relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan 

tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran 

yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan 

fiskal, informasi, dan penjabarannya. 

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses 

pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintahan desa secara terbuka dan jujur 

kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaannya kepada peraturan perundang-

undangan.  

Menurut Ardianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan 

secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi 
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aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya 

publik.  

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses 

pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi yang tersedia harus memadai agar 

dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya 

transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007) yaitu : 

1. Mencegah korupsi. 

2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan 

3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih 

mampu mengukur kinerja pemerintah 

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan 

kebijakan tertentu 

5. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah 

akan terbentuk. 

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah 

memberikan inforasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan. 

Transparansi pegelolaan keuangan publik meruakan prinsip good 

governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan adanya 

transparansi, publik akan memperoeh informasi yang aktual dan fakual, mereka 

dapat menggunakan informasi yang didapat untuk membandingkan kinerja 
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keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya 

penyelewengan dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan peraturan 

perundangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah 

harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut : 

No. Indikator 

1 
Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah 

olehmasyarakat. Serta disediakan papan pengumuman mengenai kegiatan yang 

sedang dijalankan 

2 Laporan realisasi dan laporan pertnaggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

diinformasikan kepada masyarakat. 

3 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD 

disampaikan kepada Bupati/Waikota melalui camat. 

2.1.3 Definisi Desa dan Alokasi Dana Desa 

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang juga 

mengatur mengenai desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

Urusan  Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengertian 

tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju self 

governingcommunity, yaitu komunitas yang mengatur dan mengiris kepentingan 

masyarakat sesuai kondsi dan sosial budaya setempat. (Widjaja,2005:84) 

Mencermati ketetuan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga 

institusi utama berikut ini : (1) Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana 
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berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan 

masyarakat. (2) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang 

berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan 

asyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 

desa. (3) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan 

kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya 

mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasi aspirasi, 

kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan 

pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat 

gotong royong warganya. (Widjaja,2005:94) 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal  1, Desa merupakan 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah desa yang dimaksudkan adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk pembangunan desa dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi loka, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

Tentang Desa. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling 

sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal 

dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling 

sedikit 10 % (sepuluh persen). 

Tujuan dari ADD berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah untuk : 

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakanakan 

pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan. 

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif 

sesuai dengan potensi desa. 

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat desa. 

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa 

5. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur 

7. Meningkatkan pengalaman nilai – nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan sosial 

8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 
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Besaran ADD dihitung berdasarkan variabel – variabel Independen utama 

meliputi: (a) Kemiskinan; (b) Pendidikan dasar; (c) Kesehatan; dan (d) 

Keterjangkauan Desa, sedangkan variabel independen tambahan terdiri daru jumlah 

penduduk. 

Untuk mewujudkan pengelolaan ADD yang baik Pemerintah Desa harus 

menganut prinsip yang telah dietapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut : 

a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang 

APBDesa 

b. Pengelolaan Keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan 

dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa. 

c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai 

dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali 

d. Pengelolaan keuangan harus dapat  dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat 

Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim 

pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai ketua, Sekertaris Desa sebagai 

Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh 

masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. 

Bagian dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa 

sebesar-besarnya 30% dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan 



18 
 

 

masyarakat. Untuk penyelenggaranaan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% 

digunakan antara lain : pembelian alat tulis kantor, pembayaran rekening listrik, 

telepon dan air kantor, biaya fotocopy, cetak dan penggandaan, biaya pemeliharaan 

kantor, biaya perlengkapan kantor, biaya perawatan kantor, biaya konsumsi rapat-

rapat, biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD, uang kehormatan 

BPD dan kegiatan lain yang dianggap penting. Untuk kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat sebesar-besarnya 70% dapat digunakan antara lain : biaya perbaikan 

sarana publik skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, 

biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, 

teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial,  

budaya, dan keagamaan, biaya kegiatan bulanan, biaya kegiatan perlombaan desa, 

kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), kegiatan kepemudaan 

(Karang Taruna, olahraga, dsb), kegiatan peringatan hari besar nasional, bantuan 

biaya pemilihan kepala desa, pembinaan RT dan RW, dan kegiatan lain yang 

dianggap penting.  

Tahapan pengelolaan ADD di atur secara garis besar mulai tahap Perencanaa, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pembinaan dan 

Pengawasan.  

2.1.4  Pendapatan dan Belanja Desa 

Permendagri nomor 20 tahun 2018  Bab I Ketentuan Umum menyebutkan 

bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Desa, APBDesa, terdiri atas : 
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1. Pendapatan Desa 

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang mealui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapat asli desa 

(PADesa), Transfer, dan Pendapatan lain-lain. 

2. Belanja Desa 

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening 

desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud 

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan desa. Klasifikasi belanja 

desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok : (1) Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja 

modal. (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa. (3) Pembinaan Kemasyarakatan 

Desa.(4) Pemberdayaan Masyarakat Desa. (5) Belanja Tak Terduga 

3. Pembiayaan Desa 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa 

sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok : (1) Penerimaan Pembiayaan yang 

mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan 

dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. (2) 

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, dan penyertaan 

modal desa.  
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2.2 Penetilian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, yang 

digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Dan  yang menjadi landasan 

dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Rika Ardiyanti (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana 

Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan 

Kabupaten Rembang, untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan 

parispasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desadengan menggunakan 

metode analisis kuantitatif. Berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dapat 

disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi mmasyarakat dalam 

pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama mengukur akuntabilias 

dan transparansi  pemerintahan desa. Perbedaannya terletak pada metode analisis 

yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan metode analisis 

kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, 

peneliti sebelumnya menggunakan satu desa sedangkan peneliti menggunakan 

dua desa. 

2. Arista Widiyanti (2017) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan alokasi Dana Desa ( Studi Pada Desa Sumberejo dan 

Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan), untuk mengetahui 
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akuntabilitas dan transparansi ADD dengan menggunakan metode analisis 

desktiptif kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Sumberejo dan 

Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan hasil wawancara 

kepada tim pelaksana Teknis, dapat disimpulkan Desa Sumberejo dalam 

mengelola ADD sudah akuntabel dan transparan sedangkan  Desa Kandung dalam 

mengelola ADD tidak akuntabel dan tidak transparan. Persamaan dengan 

penelitian terdahulu ialah sama-sama mengukur akuntabilias dan transparansi  

pemerintahan desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan 

menggunakan dua desa, dan juga sama-sama menggunakan kata-kata untuk 

menggambarkan akuntabel/tidak akuntabel dan transparan/tidak transparan. 

Perbedaannya terletak pada alokasi yang dipakai, peneliti sebelumnya 

menggunakan aturan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang telah dicabut di 

tahun 2018 sedangkan peneliti menggunakan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 

2018. Penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2016 sedangkan peneliti 

menggunakan data tahun 2020.  

3. Meisy Egi Yalti (2020) melakukan penelitian dengan judul Transparansi 

Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten 

Aceh Tegah, untuk mengetahui mekanisme dan transparansi pengelolaan ADD 

dengan menggunakan metode analisis desktiptif kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian mekanisme pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan 

Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, sudah dilakukan berdasarkan UU No. 113 

Tahun 2014 dan berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran 

good governance menurut Kristianren dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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Kampung Arul Putih menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi 

untuk diakses oleh masyarakat. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah 

sama-sama mengukur transparasi pemerintahan desa dengan menggunnakan 

analisis deskriptif kualitatif, dan juga sama-sama menggunakan kata-kata utuk 

menggambarkan mekanisme dan trasparansi, perbedaannya terletak pada alokasi 

dan jumlah desa yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan satu desa 

dengan menggunakan data tahun 2019 sedangkan peneliti menggunakan dua desa 

dengan menggunakan data tahun 2020.  
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2.3 Kerangka Pikir  

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa pada Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang 

Sa’dan Sangkaropi’ Di Kabupaten Toraja Utara? 

2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa pada Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang 

Sa’dan Sangkaropi’ Di Kabupaten Toraja Utara? 

 

Kesimpulan 

Rekomendasi 

Analisis Deskriptif Kualitatif 



 

BAB III 

METODOGI PENELITIAN 

3.1 Daerah Penelitian 

Lokasi penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa 

ini berada di Jalan Poros Sa’dan Pembulian dan Jalan Poros Sa’dan Sangkaropi’ 

Kecamatan Sa’dan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi, adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan 

kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional 

terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun 

situasi buatan 

2. Metode wawancara langsung, merupakan proses pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan 

dan memfokuskan kepada permasalahan untuk mendapakan informasi yang 

penting mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3. Metode dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan yang 

dimiliki pemerintah desa. Metode ini dilaksanakan dengan membuat copy atau 

pecatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelan yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti
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adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data  dlakukan secara 

gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelititian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Data kualitatif berbentuk deskrtif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang 

tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berwujud uraian 

terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai 

suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori 

baku yang telah ditetapkan sebelumnya. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh 

langsung dari Kantor Desa Sa’dan Pebulian dan Kantor Desa Sa’dan Sangkaropi’  

yang berupa angka-angka, dalam bentuk laporan keuangan. 

3.3.2 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

dengan melakukan wawancara kepada pihak Desa dan data sekunder yang berupa 

dokumen petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti RPJM (Rencana 

Pebangunan Jangka Mengengah) Desa, RKP (Rencana  Kerja Pemerintah) Desa, 

Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi ADD tahun 2020. 

3.4 Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Miles, Huberman dan Saldana 2011 dalam Nasirah 2016 mengatakan bahwa ada 

empat jalur analisis data kualitatif yang dilakukan, yakni : 

1. Pengumpulan data , yaitu mengumpulkan data primer melalui wanwancara dan 

data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setelah itu melakukan 
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pengkondendasian data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang 

terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

2. Reduksi data, yaitu memisahkan data yang penting dan tidak penting, 

memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah untuk  menjawab 

pertayaan penelitian. 

3. Penyajian data, yaitu pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang 

memungkinkan penyimpulan dari aksi. Penyajian data membantu dalam 

memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja  selanjutnya 

termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan 

pemahaman, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks narasi. 

4. Penarikan Kesimpulan, kegiatan analisis terakhir yang penting adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman 

undang-undang pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan 

transparan. 

3.5 Definisi Operasional 

Akuntabiltas adalah kewajiban seseorang yang diberikan amanah untuk 

mengeloah sumber daya dengan bertanggung jawab atas kinerja individu, badan 

hukum maupun pemimpin kepada yang berhak untuk menerima 

pertanggungjawaban. 

Transparansi adalah prinsip keterbukaan informasi yang diberikan oleh 

pemberi informasi agar dapat diakses oleh masyarakat masyarakat dengan mudah. 
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Pengelolaan dana desa merupakan hal yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai 

keuangan desa. 

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah 

daerah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari 10% ( sepuluh persen) Bagi 

Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang 

diterima oleh kabupaten. 

  



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara  

Kabupaten Toraja Utara yang beribukota di Rantepao terletak antara 2°-3° 

Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten 

Luwu dan Sulawesi Barat di sebelah utara dan Kabupaten Tana Toraja disebelah 

selatan, serta pada sebelah timur dan Barat masing-masing berbatasan dengan 

Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Toraja Utara dengan luas 

wilayah 1.151,47 km2 atau sebesar 2,5 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan 

(46.350,22 km2), secara yuridis terbentuk pada tanggal 21 Juli 2008 dengan 

terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini 

merupakan bagian dari Kabupaten Tana Toraja. Secara administrasi Kabupaten 

Toraja Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yakni: Kecamatan 

Rantepao, Kecamatan Sesean, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rindingallo, 

Kecamatan Buntao, Kecamatan Sa’dan, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan 

Sopai, Kecamatan Tikala, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan 

Dende’ Piongan Napo, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Baruppu, 

Kecamatan Kesu, Kecamatan Tondon, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan 

Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, dan Kecamatan 

Awan Rante Karua  

Pemerintahan Daerah KabupatenToraja Utara memiliki sebanyak 111 

desa/lembang dan 40 kelurahan definitif pada tahun 2012. Jumlah Satuan 

Lingkungan Setempat (SLS) yang ada pada tahun 2012 sebanyak 147 lingkungan,
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423 dusun, 44 RW dan 816 RT. Dengan klasifikasi desa/kelurahan sebanyak 60 

desa/kelurahan swadaya, 64 desa/kelurahan swakarya dan 27 desa/kelurahan 

swasembada. Hasil Sensus Penduduk 2020 menyatakan Jumlah penduduk di 

Kabupaten Toraja Utara ada sebanyak 261.086 orang, dimana terdapat 133.335 

laki-laki dan 127.751 perempuan. 

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Sa’dan 

Kecamatan Sa’dan merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Toraja Utara. Kecamatan Sa’dan berjarak kurang lebih 24,4km dari ibu 

kota  Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 80,49km. Jumlah penduduk di 

Kecamatan Sa’dan mencapai  15.637 penduduk, pendidikan di Kecamatan Sa’dan 

sudah ulai meningkat dengan adanya 29 unit tempat pendidik dari tingat Sekolah 

dasar (SD) hingga tingak Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tersebar diberbagai 

desa. Kecamatan Sa’dan membawahi 10 desa/lembang yakni Lembang Sa’dan 

Andulan, Lembang Sa’dan Tiroallo, lembang Sa’dan Matallo, Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’,  Lembang Sa’dan Malimbong,  Lembang Sa’dan Pebulian,  Lembang 

Sa’dan Ballopangase,  Lembang Sa’dan Likulambe,  Lembang Pesondongan, dan 

Lembang Sa’danUlusalu.  

4.3 Gambaran Umum Lembang Sa’dan  Pebulian 

4.3.1 Letak Geografis Lembang Sa’dan Pebulian 

Wilayah Lembang Sa’dan Pebulian, termasuk lingkungan sub urban dengan 

sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Secara umum wilayahnya 

dibagi 2 ( dua) yaitu lahan darat dan lahan sawah. sebagian besar lahan digunakan 

sebagai lahan pertanian. Luas baku lahan di Lembang Sa’dan Pebulian ada 349 ha. 
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Terdiri dari lahan sawah seluas 288 ha dan lahan darat seluas 30.106 ha, dan tadah 

hujan ada 48.2 ha. 

Berdasarkan topografinya, lahan di Lembang Sa’dan Pebulian berbukut-bukit 

dengan ketinggian 1500 m diatas permukaan laut. Sehingga termasuk daerah 

dataran tinggi. Demikian juga dengan kemiringan Desa sa’dan pebulian termasuk 

datar dengan evaluasi kurang dari tiga sampai empat meter. Lembang Sa’dan 

Pebulian adalah dataran yang secara administratif berbatasan dengan : 

Sebelah utara : Lembang Ballopasange’ 

Sebelah Timur  : Kelurahan Sa’dan Malimbong 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Bangkelekila’ 

Sebelah Barat  : Lembang Batulimbong, Kec bangkelekila’ 

4.3.2 Pertumbuhan Penduduk Lembang Sa’dan Pebulian 

Jumlah penduduk Lembang Sa’dan Pebulian 2.015 (dua ribu lima belas) jiwa, 

895 (delapan ratus sembilan puluh lima) jiwa penduduk laki-laki dan 1120 (seribu 

seratus dua puluh) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK di Lembang Sa’dan 

Pebulian sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) KK. 

4.3.3 Potensi Lembang Sa’dan Pebulian 

Lembang Sa’dan Pebulian memiliki potensi sumber daya alam sebagai 

berikut: Luas wilayah 1200 ha yang terdiri dari (1) Pemukiman seluas 750 Ha/m2, 

(2) Pekarangan seluas 44 Ha/m2, (3) Perkebunan seluas 50 Ha/m2, (4) Pekuburan 

seluas  Ha/m2, (5) Perkantoran seluas 5 Ha/m2, (6) Lahan sawah seluas 250 Ha/m2.  

Curah Hujan pada Sa’dan Pebulian adalah 1250-2000 mm dengan suhu 28-30oC, 

dan tingkat kelembapan udaranya 60-70%. Jika pengukuran tingkat kesejahteraan 
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ekonomi didasarkan dari kemampuan Daya Beli dan pemenuhan kebutuhan primer, 

penduduk desa Lembang Sa’dan Pebulian bisa dikatakan cukup sejahtera, namun 

kemampuan ini sebenarnya karena di topang oleh banyaknya ibu-ibu dan remaja 

yang bekerja ke luar negeri.  

Lembang Sa’dan Pebulian merupakan Lembang Pertanian, maka sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai 

berikut:  

Tabel 4.1 

Mata Pencaharian 

Petani Pedagang PNS Buruh 

676 jiwa 30 jiwa 12 jiwa 38 Jiwa 

Sumber : RPJM 2020 

Selain didominasi oleh petani banyak pula warga yang mempunyai ternak, 

beberapa diantaranya 170 ekor ayam/itik, 500 ekor babi, 100 ekor kerbau, dan 250 

ekor lain-lain. Penggunaan tanah di Lembang Sa’dan Pebulian sebagian besar 

diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan kebun, sedangkan sisanya untuk 

tanah yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. 

4.3.4 Kondisi Pendidikan Lembang Sa’dan Pebulian 

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru 

terjadi beberapa tahun ini sehingga lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat 

pertama. Dalam hal ini ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. 

Lembang Sa’dan Pebulian masih butuh waktu untuk mewujudkannya, sehingga 

diperlukan usaha keras untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada meraka 

yang membutuhkan agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan. Tingkat 

pendidikan masyarakat Lembang Sa’dan Pebulian adalah sebagai berikut: 
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TableI 4.2 

Tingkat Pendidikan 

Pra Sekolah SD SLTP SLTA  SARJANA 

215  jiwa 194 jiwa 254 jiwa 145 Jiwa 18 Jiwa 

Sumber : RPJM 2020  
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4.3.5 Struktur Pemerintahan Lembang Sa’dan Pebulian 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Lembang Sa’dan Pebulian 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RPJM 2020
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Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kepala Lembang 

Kepala Lembang adalah pejabat pemerintah lembang yang bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan Lembang, melaksanakan pembangunan 

Lembang, pembinaan Kemasyarakatan Lembang dan pemberdayaan masyarakat 

Lembang. 

b. Ketua BPL 

Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat dengan BPL 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

c. Sekretaris Lembang 

Sekretaris Lembang adalah pejabat pemerintahan lembang yang bertugas 

membantu kepala lembang dalam bidang administrasi pemerintahan.  

d. Kepala Dusun 

Kepala Dusun adalah pejabat pemerintahan lembang yang bertugas membantu 

Kepala Lembang dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. 

4.3.6 Visi dan Misi Lembang Sa’dan Pebulian 

Visi Lembang Sa’dan Pebulian adalah “Mewujudkan Masyarakat Lembang 

Sa’dan Pebulian Yang Kreatif, Dinamis, Dan Mandiri”. Misi Lembang Sa’dan 

Pebulian adalah sebagai berikut : 

1. Memperbaiki dan menambah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan SDM melalui pendidikan formal dan non formal. 
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2. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih berwibawa dan bermartabat 

melalui pelaksanaan otonomi daerah dan kehidupan demokrasi yang sehat. 

3. Mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat melalui 

pemberdayaan pembangunan yang partisipatif dan bermartabat pada semua 

aspek kehidupan masyarakat. 

4. Mewujudkan pelayanan prima melalui penyelengaraan administrasi desa 

yang mandiri dan martabat, serta pengembangan jaringan kerja sama dengan 

seluruh mitra pemerintahan desa. 

5. Peningkatan hasil pertanian dan perkebunan. 

6. Pengembangan usaha koperasi simpan pinjam. 

 Dengan visi dan misi ini diharapkan akan terwujudnya peningkatan 

pendapatan petani melalui usaha perbaikan hasil dan kualitas produk pertanian, 

tersedianya akses transportasi dan distribusi hasil produksi melalui jalan aspal dan 

rabat beton yang aman, Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan formal dan 

non formal,  terwujudnya sanitasi dan kebersihan lingkungan yang baik sehingga 

tidak menimbulkan banjir dan gangguan kesehatan, terwujudnya pelatihan 

keterampilan bagi generasi muda lembang Sa’dan Pebulian sehingga mampu 

bersaing dalam dunia kerja dan mampu membuka usaha sendiri dengan didukung 

sikap mental serta martabat yang baik, terwujudnya kondisi lingkungan desa yang 

resik dan aman dengan perilaku hidup sehat dan pengelolaan sampah yang 

bijaksana, terciptanya sarana informasi yang jelas mengeni program-program 

pemerintahan, terwujudnya kesadaran masyarakat mengenai akan pentingnya 

ketertiban administrasi kependudukan, terwujudnya program prona massal untuk 
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seluruh tanah yang akan ada di lembang Sa’dan Pebulian, terwujudnya perluasan 

dan perbaikan kantor desa, balai pertemuan, dan polindesa agar terwujud pelayanan 

prima yang mandiri dan bermartabat, terwujudnya tapal batas desa yang jelas 

sehingga tidak menimbulkan konflik antar desa, terwujudnya Badan Usaha Milik 

Desa dan atau Koperasi desa yang sehat, terwujudnya peningkatan peran wanita/ 

perempuan  dalam membantu tingkat kesejahteraan keluarga, terwujdunya 

peningkatan kesehatan balita, anak-anak, dan lansia, terwujudnya peningkatan 

pemahaman beragama dan peningkatan sarana dan prasarana. 

4.4 Gambaran Umum Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

4.4.1 Letak Geografis Lembang Sa’dan Sangkropi’ 

Lembang Sa’dan sangkaropi’ terletak 16 Km dari Rantepao yang merupakan 

ibukota Kabupaten Toraja Utara. Sebelah Barat : Lembang Ballopasange’. 

Berdasarkan topografinya, lahan di Lembang Sa’dan Sangkaropi’ berbukit-bukit 

dengan ketinggian 1100-1200 m diatas permukaan laut, dengan kemiringan 35-70o. 

Lembang Sa’dan Sangkaropi’ mempunyai luas wilayah 1092 ha, dengan batas-

batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu 

Sebelah Selatan : Kelurahan Sa’dan Malimbong 

Sebelah Timur : Kelurahan Sa’dan Matallo 

Sebelah Barat : Lembang Ballopasange’ 

4.4.2 Pertumbuhan Penduduk Lembang Sa’dan Sangkaropi’  

Jumlah penduduk Lembang Sa’dan Pebulian 2.382 (dua ribu tiga ratus 

delapan puluh dua) jiwa, 1217 (seribu dua ratus tujuh belas) jiwa penduduk laki-
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laki dan 1165 (seribu seratus enam puluh lima) jiwa penduduk perempuan. Jumlah 

KK di Lembang Sa’dan Sangkaropi’ sebanyak 616 (enam ratus enam belas) KK. 

4.4.3 Potensi Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

Iklim Lembang Sangkaropi’, sebagaimana iklim di Lembang-Lembang lain 

di daerah Tana Toraja dan Toraja Utara mempunyai iklim tropis kemarau dan 

penghujan, musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret dan musim 

kemarau terjai pada bulan april sampai September, hal tersebut mempunyai 

pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Lembang Sangkaropi’ 

Kecamatan Sa’dan. 

Lembang Sa’dan Pebulian merupakan Lembang Pertanian, maka sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai 

berikut:  

Tabel 4.3 

Mata Pencaharian 

Petani Pedagang Buruh Tani PNS/TNI/Polri Swasta 
Lain-

lain 

2356 37 173 78 215 262 

Sumber : RPJM 2020 

4.4.4 Kondisi Pendidikan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses 

pembangunan Lembang akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki 

tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup 

sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan 

pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya 

tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera 

dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti 
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pentingnya pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’ adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Tingkat Pendidikan 

Tamat 

SD 

Tamat 

SLTP 

Tamat 

SLTA 

Tamat 

D1, D2, 

D3 

Sarjana 

/ S-1 

405 813 882 331 312 

Sumber : RPJM 2020  
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4.4.5 Struktur Pemerintahan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

Gambar 4. 2 

Struktur Pemerintahan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RPJM 2020  

KEPALA LEMBANG 

YERI RAPPA 

KETUA BPL 

M.K PAGEWANG 

SEKRETARIS 

LEMBANG 
ANDARIAS SEMBO P. 

KAUR UMUM/TU 

HELNIKA P.M 

KAUR 

KEUANGAN 

MARSELINUS P. 

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN 

MATIUS P. 

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN 

ALFRIDA T. 

KEPALA SEKSI PELAYANAN  

MILNA B. 

KADUS I 

YUNUS M. 

KADUS II 

AGUSTINUS P. 

KADUS IV KADUS V 

YOHANIS S. ELIM SAMPE 

KADUS III 

MIKA P. 

KADUS VI 

MARIATO S. 
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4.4.6 Visi dan Misi Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang 

diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Lembang. Penyusunan Visi 

Lembang Sangkaropi’ ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan 

pihak-pihak yang berkepentingan di Lembang Sangkaropi’ seperti pemerintah 

Lembang, BPL, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Lembang 

dan masyarakat Lembang pada umumnya. Visi Lembang Sangkaropi’ adalah 

“Gotong Royong Membangun Lembang Sangkaropi’ Yang Beriman, Sejahtera, 

Berbudaya, dan Bermanfaat”.  

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa 

depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding 

dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu 

memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, 

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol 

perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk 

meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota 

masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan 

anggota masyarakat.  

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang 

keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran 

lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan 

mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa 
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yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Lembang  selama masa jabatan 

kepala Lembang. 

Untuk meraih Visi Lembang seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan 

mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di Lembang yang 

berdasarkan Potret Lembang, Kalender Musim dan Kelembagaan Lembang, maka 

disusunlah Misi Lembang  sebagai berikut : 

1. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang bersih, jujur, adil, transparan, dan 

berwibawa. 

2. Pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis musyawarah 

mufakat. 

3. Meningkatkan dan mempercepat pelayanan publik dalam berbagai sektor. 

4. Mengembangkan potensi  sumber daya alam untuk tujuan kepariwisataan. 

5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung sektor pertanian, 

peternakan, dan perikanan. 

4.5 Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini data didapatkan dengan melakukan observasi, wawancara 

langsung serta dokumentasi kepada informan yang merupakan Pejabat 

Pemerintahan Lembang salah satu warga di Lembang Sa’dan Pebulian dan 

Lembang Sa’dan Sangkaropi. Wawancara langsung dilaksanakan pada hari dan 

tempat yang berbeda dari masing-masing subjek yang ditentukan berdasarkan 

waktu yang ditentukan oleh pihak informan dikarenakan banyaknya kesibukan dari 

informan. Penelitian dilakukan mulai tanggal 7 April 2021-17 April 2021. 

Penelitian dilaksanakan dengan mengambil 3 informan dari tiap Lembang yang 

terdiri dari Kepala Lembang, Kaur Keuangan, dan warga setempat. 
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Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah  metode kualitatif 

sehingga pertanyaan peneliti berfokus kepada tingkat akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa’dan Pebulian dan Lemban Sa’dan 

Sangkaropi’ Kabupaten Toraja Utara. Pertanyaan tersebut dilakukan dengan 

mewawancarai Perangkat desa dan warga setempat dari kedua desa. Secara lengkap 

penelitian dilakukan dengan cara wawancara yang dilaksanakan di Lebang Sa’dan 

Pebulian dan Kantor Lembang Sa’dan Sangkaropi dan di kediaman warga dari 

kedua desa. Peneliti akan mencantumkan nama asli dalam pengkajian hasil 

wawancara. Narasumber dalam penelitian adalah Bapak Yohanis Patanan (47 

tahun) sebagai Kepala Lembang Sa’dan Pebulian, Ibu Hardiyanti (29 tahun) sebagai 

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, Bapak Petrus (52 tahun) sebagai 

masyarakat Lembang Sa’dan Pebulian, Bapak Yeri Rappa (49 tahun) sebagai 

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, Bapak Marselinus (32 tahun) sebagai Kaur 

Keuangan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ dan Ibu Fera (35 tahun) sebagai 

masyarakat Lembang Sa’dan Sangkaropi’.  

4.6 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa  

Seluruh kegiatan yang didanai oleh (Alokasi Dana Lembang) ADL mulai dari 

perencanaan, pelaksaaan dan pengevaluasian dilakukan secara terbuka dan 

melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Dana bantuan program Alokasi Dana Lembang yang dimaksud adalah dana 

mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan 

kepada Pemerintah Lembang untuk digunakan dalam kegiatan operasional 
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pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa 

(ADD) dilakukan secara bertahap di kedua desa. Lembang Sa’dan Pebulian yakni, 

Tahap 1 pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp.122.316.100, Tahap II pada tanggal 

08 Juli 2020 sebesar Rp.123.919.900, Tahap III pada tanggal 22 Oktober 2020 

sebesar Rp.123.919.900, dan Tahap IV pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar 

123.920.000, sedangkan untuk lembang Sa’dan Sangkaropi untuk Tahap 1 pada 

tanggal 20 mei 2020 sebesar Rp.124.558.500, Tahap II pada tanggal 

1Rp.127.401.600, Tahap III pada tanggal 29 Oktober 2020 sebesar Rp.127.401.500 

dan Tahap IV pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar 126. 453.900. 

Berikut ini adalah program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2020. 

Tabel 4.5 

Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’  

No. Program 

1 Belanja Operasional Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

2 Belanja Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa 

3 Belanja Tunjangan BPD 

4 Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 

5 Belanja Jasa Honoranum 

6 Belanja Perjalanan Dinas 

7 Belanja Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 

8 Belaja Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan 

9 Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa  

10 Belanja Pengelolaan Administrasi / Investasi/ Penilaian Aset Daerah 

11 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

12 Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat 

13 Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
 

Sumber : APBDesa tahun 2020 

Penggunaan Alokasi Dana Lembang yang diberikan kepada setiap desa 

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, membiayai operasional pemerintahan 

lembang, dan untuk tunjangan setiap pegawai pemerintahan lembang. 
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4.6.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa’dan 

Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

Akuntabilitas adalah pertanggunggjawaban yang dilakukan oleh pihak yang 

diberi kepercayaan oleh masyarakat/ individu dimana nantinya akan terdapat 

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan aktivitas 

birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang 

telah diterima secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. 

Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang dapat disampaikan 

kepada pihak eksernal (publik) dan pihak internal secara periodik maupun tak 

terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan sukarela. 

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Lembang digunakan 

untuk pembiayaan pemberdayaan maskayarat dan juga pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah desa. Biaya untuk penyelenggaraan pemerintah 

meliputi biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional 

perangkat desa termasuk pegawai honorer, biaya perawatan kantor dan lingkungan 

kantor, dan lain-lain. Biaya untuk pemberdayaan masyarakat meliputi biaya untuk 

kegiatan PKK dan pembangunan sarana dan prasarana desa.  

4.6.1.1 Penatausahaan 

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa, 

penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi 

kebendaharaan yang dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan 
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dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kepala urusan 

keuangan bisa menggunakan Buku Kas Umu, Buku Kas  Pembantu Pajak dan Buku 

Bank untuk membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan laporan dilakukan 

melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Lembang selaku pemegang 

kepentingan tertinggi. 

4.6.1.1.1 Penatausahaan Lembang Sa’dan Pebulian 

Penatausahaan Lembang Sa’dan Pebulian secara teknis telah 

berpedoman pada Permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal tersebut terlihat dengan 

adanya Peraturan Lembang Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang 

(APBLembang) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Lembang (BPL). 

Penatausahaan yang dilakukan oleh Lembang Sa’dan Pebulian melalui 

pencatatan oleh kaur keuangan desa meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas 

Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya, berikut adalah 

anggaran pendapatan dan belanja desa untuk Lembang Sa’dan Pebulian : 

Tabel 4.6 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

URAIAN ANGGARAN 

PENDAPATAN   

    Pendapatan Transfer   

    Alokasi Dana Desa  Rp          495.679.700  

    

JUMLAH PENDAPATAN  Rp       1.732.236.248  

    

BELANJA   

    Bidang Pemerintahan Desa   

    Bidang Pelaksanaan Pembangunan   

    Bidang Pembinaan Kemasyarakatan   

    Bidang Pemberdayaan Masyarakat   

    Bidang Penanggulangan Bencana   

    

JUMLAH BELANJA  Rp       1.765.637.782  

SURPLUS/DEFISIT  Rp          (33.401.534) 

PEMBIAYAAN  Rp            33.401.534  
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Dari tabel APBDesa diatas dapat dijelaskan bahwa Lembang Sa’dan 

Pebulian menerima dana transfer berupa alokasi dana desa sebesar Rp. 495.679.700 

sehingga kaur keuangan lembang membuat pencatatan sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

BUKU KAS UMUM 

PEMERINTAH LEMBANG SA’DAN PEBULIAN 

Sumber : BKU Sa’dan Pebulian 2020 

Tabel 4.8 

BUKU PEMBANTU BANK 

PEMERINTAH LEMBANG SA’DAN PEBULIAN KECAMATAN SA’DAN 

No. Tanggal  Uraian 

Transaksi 

Bukti 

Transaksi 

Pemasukan Pengeluaran Saldo 

(Rupiah) Setoran (Rp) Bunga 

Bank 

(Rp) 

Penarikan (Rp) Pajak 

(Rp) 

B. 

Admin 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X 13/05/2020 Terima Transfer 

ADL 

XXXX 122.316.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XXXX 

X 13/05/2020 Tarik Tunai ADL XXXX 0,00 0,00 122.316.100,00 0,00 0,00 XXXX 

X 08/07/2020 Terima Transfer 

ADL 

XXXX 123.919.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XXXX 

X 08/07/2020 Tarik Tunai ADL XXXX 0,00 0,00 123.919.900,00 0,00 0,00 XXXX 

X 22/10/2020 Terima Transfer 

ADL 

XXXX 123.919.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XXXX 

X 22/10/2020 Tarik Tunai ADL XXXX 0,00 0,00 123.919.900,00 0,00 0,00 XXXX 

X 30/12/2020 Terima Transfer 
ADL 

XXXX 123.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XXXX 

X 30/12/2020 Tarik Tunai ADL XXXX 0,00 0,00 123.920.000,00 0,00 0,00 XXXX 

Total Transaksi Bulan Ini XX XX XX XX XX XXXX 

Total Transaksi Kumulatif XX XX XX XX XX XXXX 

Sumber : Buku Pembantu Bank Pebulian 2020 

No Tanggal Kode 

Rekening 

Uraian Penerimaan 

(Rp) 

Pengeluaran 

(Rp) 

No. 

Bukti 

Netto 

Transaksi 

(Rp) 

Saldo 

(Rp) 

X XX XXXX XX XX XX XX XXXX XXXX 

X 13/05/20 XXXX Alokasi Dana 
Desa 

 122.316.100    XX XXXX XXXX 

X XX XXXX XX  XX  XX XX XXXX XXXX 

X 08/07/20 XXXX Alokasi Dana 

Desa 

 123.919.900    XX XXXX XXXX 

X XX XXXX XX  XX  XX XX XXXX XXXX 

X 22/10/20 XXXX Alokasi Dana 

Desa 

 123.919.900  XX XX XXXX XXXX 

X XX XXXX XX  XX  XX XX XXXX XXXX 

X 30/12/20 XXXX Alokasi Dana 

Desa 

 123.920.000  XX XX XXXX XXXX 

                  

Jumlah   XXXX XX   
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Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat pungutan atau 

potongan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa, serta pencatatan penyetoran ke 

kas negara sesuai dengan ketentuan perundangan. Pungutan atau potongan dan 

penyetoran pajak tidak dilakukan pencatatan pada buku kas umum  hanya pada 

buku pembantu pajak. Berikut pencatatan dalam buku pembantu pajak. 

Tabel 4.9 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 

PEMERINTAH LEMBANG SA’DAN PEBULIAN KECAMATAN SA’DAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

No. Tanggal Uraian Pemotongan (Rp) Penyetoran 

(Rp) 

Saldo (Rp) 

XX XXX XXXX XX XX XX 

XX 14/05/2020 Belanja baju pelantikan kepala lembang       

    Pemotongan Pajak PPh Pasal 22             81.818,00  0,00  XX 

    Pemotongan Pajak PPN Pusat           272.727,00  0,00  XX 

XX XXX XXXX XX XX XX 

XX 17/12/2020 Belanja barang perlengkapan kegiatan 

Posyandu 

      

    Potongan Pajak PPN Pusat           293.182,00  0,00  XX 

    Potongan Pajak PPh Pasal 22             87.955,00  0,00  XX 

XX XXX XXXX XX XX XX 

    Jumlah XXXX XXXX XXXX 

Sumber : Buku Kas Pembantu Pajak Pebulian 2020 

Untuk memperoleh gambar yang jelas terkait tentang Penatausahaan Lembang 

Sa’dan Pebulian maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang sebagai 

berikut : 

1. Apakah penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Lembang? 

“ Iya, karena memang tanggungjawabnya itu jadi harus dia yang bikin” 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Sa’dan Pebulian 

yang bernama Yohanis Patanan, beliau menyatakan bahwa penatausahaan 

dilakukan oleh kaur keuangan lembang. 

Kalau di struktur yang saya foto, saya lihat disitu ada kaur keuangan dan 

dibawahnya ada bendahara. Jadi tugas bendahara disini sebagai apa? 
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“Oh itu gambar struktur lama, kalau yang sekarang bendaharanya sudah tidak ada,  

kaur keuangan mijah, dihapusmi itu bendahara baru diganti perannya menjadi kepala 

seksi kesejahteraan.” 

Kepala Lembang Sadan Pebulian kemudian menjelaskan bahwa ada 

perubahan dalam struktur pemerintahan mereka sebelumnya kaur keuangan 

membawahi bendahara namun sekarang sudah di hapuskan dan hanya tersisa 

kaur keuangan. Dalam struktur pemerintahannya, juga ada penambahan bagian 

yaitu kepala seksi kesejahteraan, jadi yang sebelunya berperan sebagai 

bendahara di alihkan menjadi kepala seksi kesejahteraan. 

Jadi beda mi sekarang struktunya pak? 

“Iya sudah beda, tapi ada ji yang barunya itu dalam RPJM lihat saja disitu.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Pebulian strukturnya sudah berubah dan 

perubahannya tercantum dalam RPJM karena yang terpajang di kantor 

lembang merupakan struktur yang lama. 

Oh iya baik  pak, kalau boleh tau kenapa di hapuskan bendaharanya? 

“Itu sudah aturan baru memang di pemerintahan. Diperaturan itu semua tugas-tugas 

yang na kerja bendahara sudah dialihkan semua ke kaur keuangan. Aturan dari daerah 

memang itu bilang bendahara dihapuskan dan sisa kaur keuangan yang ada baru di 

bikin tambahan kepala seksi kesejahtraan karena  sebelumnya itu belum ada.” 

Kepala Lebang Sa’dan Pebulian lanjut menjelaskan bahwa alasan 

dihapuskannya bendahara itu merupakan aturan dari daerah, dan menurut 

beliau di peraturan semua tugas bendahara dialihkan ke kaur keuangan, hal itu 

sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 8 poin pertama 

menyatakan bahwa kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

Struktur pemerintahan lembang juga menambahkan kepala seksi kesejahteraan 

yang sebelumnya belum ada. 
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2. Apakah kaur keuangan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran kas serta melakukan tutup buku dan mebuat laporan 

pertanggungjawaban setiap bulannya? 

“Kalau itu dek, yah tentumi selalu dicatat kalau ada masuk uang sama ini uang dari 

mana dan dikemanakan dan harus benar-benar ada dilihat. Tutup bukunya setiap bulan 

ji, cuma kadang tidak terlalu diperhatikan sama bapak kepala lembang kalau soal  lpj 

bulanan.” 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Lembang Sa’dan 

Pebulian yang bernama Hardiyanti, beliau menyatakan bahwa ia harus 

melakukan pembukuan untuk setiap hal yang berkaitan dengan kas desa, 

dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran  kas, pencatatannya harus 

disertai dengan bukti yang menguatkan dan bukti nyata dilapangan. Menurut 

beliau juga tutup buku dilakukan setiap bulannya namun untuk laporan 

pertanggungjawaban bulanan kurang mendapat perhatian dari Kepala 

Lembangnya. 

Kenapa tidak diperhatikan kak? 

“Sibuk sekali itu bapak jadi kadang dia tidak perhatikan mi asalkan sudah disampaikan 

dan dikasih lihat bukti fisiknya itu sudah cukup, katanya dia yakinji hasl kerja kita 

sudah sesuai, karena memang saya selalu susun baik-baik itu lpj tiap bulannya.” 

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian kemudian menjelaskan bahwa 

kurangnya perhatian dari kepala lembang mengenai laporan 

pertanggungjawaban bulanan dikarenakan kepala lembang sangat sibuk dan 

beliau yakin bahwa kaur keuangannya akan membuat pelaporan yang sesuai 

dan kaur keuangan mengaku bahwa beliau selalu menyusun laporan 

pertanggungjawaban bulanannya dengan baik. 

Selalu memang begitu kak? 
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“Untuk bulanan ji biasanya dia begitu tapi kadang kalau lagi tidak sibuk dia baca-

bacaji kembali untuk pastikan semua perinciannya, kalau yang tahunan betul-betul dia 

perhatikan dengan baik.” 

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, jika kepala lembang 

tidak sibuk beliau akan membaca kembali laporan-laporan bulanan yang sudah 

di laporkan untuk memastikan perinciannya, namun untuk laporan tahunan 

kepala lembang akan sangat memperhatikan isinya. 

Tapi sesuaiji selalu itu kak isinya sama bukti lapangan? 

“Sesuai ji dek tapi kadang ada selisih dana yang sisa sama yang di laporan beberapa 

tapi kalau ada masalah begtu kita bongkar lagi semua keterangan pengeluaran sama 

bukti pembayarannya karena kekeliruan ji dalam pencatatan biasa itu.” 

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian lanjut menjelaskan bahwa isi 

pembukuan atau laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan bukti yang 

ada di lapangan namun kadang terjadi perbedaan selisih dana yang sisa dengan 

yang ada di pembukuan. Jika terjadi masalah seperti itu mereka akan megecek 

kembali satu persatu keterangan pengeluaran dan bukti pembayaran karena 

mereka yakin itu hanya kekeliruan dalam pencatatan. 

3. Apakah kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban? 

“Kalau itukan sudah jelas. Ada laporan bulanan ada tahunan, nah kalau bulanan itu 

dilaporkan ke Kalemb kalau tahunan itumi yang ke pusat.” 

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, beliau wajib 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.laporan 

pertanggungjawaban bulanan disampaikan ke kepala lembang dan yang 

tahunan ke pusat atau bupati. 

Kita ji sendiri yang kerja itu lpjnya kak atau bagaimana? 
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“Kalau itu kadang di bantu sama staf lain kayak lihatkan nota-nota atau bantu bacakan 

dari catatan saya kalau saya pindahkanmi ke laptop biar cepat..” 

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, menjelaskan bahwa dalam 

penyusunan laporan pertanggungjawaban beliau terkadang dibantu oleh staf 

lain untuk menginput hasil pencatatan kedalam laptop untuk dimasukkan ke 

aplikasi agar lebih mudah. 

Ohh untuk penyusunanji saja di kak yang dibantu? 

“Iya dek karena kalau perinciannya dari awal itu langsung dikasih kesaya bukti-

buktinya sesudah digunakan dananya.” 

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, beliau hanya di bantu 

saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja karena sejak awal untuk 

perincian langsung dicatat saat bukti pengeluaran sudah diserahkan ke kaur 

keuangan.  

Pas adapi notanya kak baru di catat? kalau pas baru di keluarkan uangnya 

tidak dicatat kah itu kak? 

“Kalau baru ku kasih uangnya kucatat ji juga tapi catatan-catatan kecil ji, karena kan 

nanti akan dikembalikan ji lagi kalau ada lebihnya. Pas pi ada bukti pengeluaran baru 

saya masukkan ke pembukuannya biar tetap rapi.” 

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian kemudian menjelaskan lagi 

bahwa beliau tidak langsung mencatat pengeluaran dalam pembukuan kas, saat 

ada pengeluaran beliau hanya membuat catatan kecil untuk total dana yang 

dikeluarkan. Pencatatan di buku kas di lakukan saat kaur keuangannya sudah 

menerima bukti pengeluaran. 

4. Untuk laporan pertanggungjawabannya, apakah disampaikan setiap bulan 

kepada kepala desa? 

“Iya dek tiap bulan” 
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Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, laporan disampaikan 

setiap bulan kepada kepala desa. 

Setiap tanggal berapa itu kak? 

“Beda-beda tapi keseringan tanggal-tanggal 8, karena aturannya harus sebelum 

tanggal 10 bulan berikutnya jadi sebelum itu di laporkan mi.” 

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian lanjut menjelaskan bahwa beliau 

selalu tepat waktu menyampaikan laporan pertanggunjawabannya. Beliau 

mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban bulanan disampaikan paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya, oleh karena itu beliau lebih sering 

menyampaikan laporannya pada tanggal 8 bulan berikutnya. 

Tabel 4.10 

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut  

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S = Sesuai, 

TS = Tidak Sesuai, BT = 

Belum Terjadi) 

Penatausahaan keuangan dilakukan 

oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana 
fungsi Kebendaharaan. 

Penatausahaan di Lembang Sa'dan 

Pebulian dilakukan oleh Kaur 
Keuangan Desa sebagai pelaksana 

fungsi Kebendaharaan. 

S 

Kaur Keuangan wajib melakukan 

pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta dalam buku kas 

umum. 

Kaur Keuangan di Lembang 

Sa’dan Pebulia wajib melakukan 

pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta dalam buku kas 
umum. 

S 

Pencatatan pada buku  kas umum 
ditutup setiap akhir bulan 

Pencatatan pada buku  kas umum 
di Lembang Sa’dan Pebulian 

ditutup setiap akhir bulan 

S 

 

4.6.1.1.2 Penatausahaan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 63 menyatakan, peatausahaan 

keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagaimana fungsi kebendaharaan 

dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan menggunakan buku 
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pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar sebagai pembantu 

kas umum. Buku kas umum dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris 

Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, setelah itu sekretaris 

desa melakukan verifikasi dan analisis laporan dan melaporkan hasil verifikasi, 

evaluasi dan analisis kepada Kepala Desa untuk disetujui. 

Tabel 4.11 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

URAIAN ANGGARAN 

PENDAPATAN   

      Pendapatan Asli Lembang (PAL)  Rp                35.000.000  

      Pendapatan Transfer  Rp           1.797.651.500  

            Dana Desa / Dana Lembang  Rp           1.286.836.000  

            BHR  Rp                  5.000.000  

            Alokasi Dana Lembang (ADL)  Rp              505.815.500  

      Bunga Bank  Rp                       66.000  

    

JUMLAH PENDAPATAN  Rp        1.822.717.500  

    

BELANJA   

       Bidang Penyelenggara Pemerintahan   

       Bidang Penyelenggaraan Pembangunan   

       Bidang Pembinaan Kemasyarakatan   

       Bidang Pemberdayaan Masyarakat   

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan 

Mendesak Lembang 

  

    

JUMLAH BELANJA  Rp        1.758.724.077  

SURPLUS/DEFISIT  Rp              63.993.423  

PEMBIAYAAN  Rp            (63.993.423) 

Dari tabel APBDesa diatas dapat dijelaskan bahwa Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’ menerima dana transfer berupa alokasi dana desa sebesar Rp. 

505.815.500 sehingga kaur keuangan lembang membuat pencatatan sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.12 

BUKU KAS UMUM 

PEMERINTAH LEMBANG SA’DAN SANGKAROPI 

TAHUN ANGGARAN 2020 

No. Tanggal Kode 

Rekening 

Uraian Penerimaan 

(Rp) 

Pengeluaran 

(Rp) 

Nomor 

Bukti 

Netto 

Transaksi 

(Rp) 

Saldo (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X XX XXXX XX XX XX XX XXXX XXXX 

X 20/05/2020 XXXX Terima 

Transfer ADL 

         

124.558.500  

XX XX         

124.558.500  

XXXX 

X XX XXXX XX  XX  XX XX  XXXX  XXXX 

X 15/07/2020 XXXX Terima 
Transfer ADL 

         
127.401.600  

XX XX         
127.401.600  

XXXX 

X XX XXXX XX  XX  XX XX  XXXX  XXXX 

X 29/10/2020 XXXX Terima 

Transfer ADL 

         

127.401.500  

XX XX         

127.401.500  

XXXX 

X XX XXXX XX  XX  XX XX  XXXX  XXXX 

X 28/12/2020 XXXX Terima 

Transfer ADL 

         

126.453.900  

XX XX         

126.453.900  

XXXX 

Sumber : BKU Sangkaropi’ 2020 

Tabel 4.13 

BUKU PEMBANTU BANK 

PEMERINTAH LEMBANG SA’DAN SANGKAROPI’ KECAMATAN SA’DAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

Sumber : Buku Pembantu Bank Sangkaropi’ 2020  

No. Tanggal Uraian 

Transaksi 

Bukti 

Transaksi 

Pemasukan Pengeluaran Saldo 

(Rp) 

Setoran (Rp) Bunga 

Bank 

(Rp) 

Penarikan 

(Rp) 

Pajak 

(Rp) 

B. 

Admin 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X 20/05/2020 Terima 

Transfer 

ADL 

XXXX      

124.558.500,00  

0,00  0,00 0,00 0,00 XXX 

X 28/05/2020 Tarik Tunai 

ADL 

XXXX 0,00  0,00          

124.558.500  

0,00 0,00 XXX 

X 15/07/2020 Terima 
Transfer 

ADL 

XXXX      
127.401.600,00  

0,00  0,00 0,00 0,00 XXX 

X 12/07/2020 Tarik Tunai 

ADL 

XXXX 0,00  0,00          

127.401.600  

0,00 0,00 XXX 

X 29/10/2020 Terima 

Transfer 
ADL 

XXXX      

127.401.500,00  

0,00  0,00 0,00 0,00 XXX 

X 29/10/2020 Tarik Tunai 
ADL 

XXXX 0,00  0,00          
127.401.500  

0,00 0,00 XXX 

X 28/12/2020 Terima 

Transfer 

ADL 

XXXX      

126.453.900,00  

0,00  0,00 0,00 0,00 XXX 

X 28/12/2020 Tarik Tunai 

ADL 

XXXX 0,00  0,00          

126.453.900  

0,00 0,00 XXX 
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Tabel 4.14 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 

PEMERINTAH LEMBANG SA’DAN SANGKAROPI’ KECAMATAN SA’DAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

No. Tanggal Uraian Pemotongan 

(Rp) 

Penyetoran 

(Rp) 

Saldo (Rp) 

X XX XXXX XX XX XX 

X 11-Nov-
20 

Pengadaan Alat Ukur Stanting       

    Potongan Pajak PPNPusat 261000 0 XX 

    Potongan Pajak PPh Pasal 22 39150 0 XX 

X XX XXXX XX XX XX 

X 24-Des-20 Belanja Pemeliharaan Kantor Lembang       

    Potongan Pajak PPNPusat 225000 0 XX 

    Potongan Pajak PPh Pasal 22 750000 0 XX 

X XX XXXX XX XX XXX 

    Jumlah XXXX XXXX XXXX 

Sumber : Buku Pembantu Pajak Sangkaropi’ 2020 

Untuk memperoleh gambar yang jelas terkait tentang penatausahaan Lembang 

Sa’dan Sangkaropi’ maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang 

sebagai berikut : 

1. Apakah penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangam lembang? 

“ Iya dia yang bikin” 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’ yang bernama Yeri Rappa, dia mengatakan bahwa penatausahaan 

dilakukan oleh kaur keuangan lembang. 

Sendirian kah dia kerja pak atau ada yang bantu? 

“ Kalau secara keseluruhan biasa di bantu sama operator karena masih baru dia jadi 

belum terlalu dikuasai semuanya.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ dalam penatausahaan kaur 

keuangan masih dibantu oleh operator desa karena kaur keuangan yang saat ini 

menjabat merupakan pegawai baru. 

Sejak kapan menjabat yang sekarang pak? 

“ Barupi awal tahun ini” 
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Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, kaur keuangan yang 

sekarang baru menjabat sejak awal tahun 2021. 

Jadi yang kerja tahun 2020 kemarin sudah tidak disini pak? 

“ Iya, dia mengundurkan diri” 

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi kemudian menjelaskan bahwa kaur 

keuangan yang menjabat di tahun 2020 mengundurkan diri dari jabatannya 

Kenapa mengundurkan diri pak? 

“Ada sedikit masalah kemarin yang kurang enak mau dibicarakan nak, makanya dia 

mundur dari jabatannya.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, mundurnya kaur keuangan 

yang lama disebabkan oleh adanya beberapa masalah yang tidak disebutkan 

oleh kepala lembang. 

2. Apakah kaur keuangan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran kas serta melakukan tutup buku dan membuat laporan 

pertanggungjawaban setiap bulannya? 

“ Iya selalu saya catat untuk setiap penerimaan dan pengeluaran kas selalu juga 

dilakukan tutup buku setiap bulan. Lpj jugakan wajib dibuat tiap bulan jadi jelas saya 

buat.” 

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Sangkaropi’, beliau selalu 

melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta 

melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap 

bulannya. 

Selalu jikah di cek sama bapak kepala lembang itu pak lpj bulanannya? 

“Iya selalu saya cek terus, karena saya selalu perhatikan kalau ada apa-apa saya tidak 

mau kalau nanti di akhir tahun ada masalah beda-beda nominal atau semacamnya 

malah bikin pusing bendahara lagi cari dimana salahnya atau apakah.” 
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Menurut Kepala Lembang Sa;dan Sangkaropi’, beliau selalu mengecek 

laporan pertanggungjawaban bulanan yang dibuat oleh kaur keuangan untuk 

menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbedaan 

nominal atau  hal lain yang akan mempersulit kaur keuangan. 

Memangnya sebelumnya pernahkah kejadian pak? 

“ Iya  pernah, bendahara yang sebelumnya dia selalu undur-undur, . tetap na kerjakan 

tapi biasa tidak diperhatikan ada yang keliru atau tidak,karena kalau soal dana saya 

tidak terlalu ikut campur karena bukan bagianku itu jadi saya tidak tahu detail isi 

perinciannya sudah cocok atau belum, nah giliran bikin lapoaran semester satu sama 

akhir tahun banyak selisih-selisih jadi dia lagi yang pusing.” 

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ kemudian menjelaskan bahwa kaur 

keuangan yang sebelumnya kurang memperhatikan pekerjaannya. Beliau 

sering mengundur-undur waktu namun tetap mengerjakan pekerjaannya tapi 

kurang memperhatikan adanya kekeliruan atau tidak dari hasil kerjanya untuk 

laporan pertanggungjawaban bulanan sehingga saat pembuatan lpj semester 

pertama ataupun akhir tahun saat mendapat perbedaan selisih antara 

pencatatannya dari laporan-laporan dengan dana yang ada beliau akan 

kesulitan. 

3. Apakah kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban? 

“ Iya, wajib karena memang tugasnya.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, kaur keuangan wajib 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban karena 

itu merupakan kewajiban dari kaur keuangan. 

Lpjnya itu pak betul-betul diperiksa ji? 
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“ Iya diperiksa karena sensitif kalau soal uang di bahas. Salah sedikit kita disangka 

korupsi  atau di anggap yang tidak-tidak sama masyarakat, waktu bendahara lama itu 

saya sering marah-marah karena dia kurang becus kerjanya.” 

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ lanjut menjelaskan bahwa lpjnya 

diperiksa dengan baik karena keuangan merupakan hal yang sangat penting dan 

sangat mudah memunculkan kecurigaan dari masyarakat apabila ada kesalahan 

walau sedikit. 

Apakah pernah terjadi  pak? 

“Iya makanya mengundurkan diri bendahara yang lalu, dia kurang becus di 

pekerjaannya. Ada pembelian yang tidak ada buktinya ternyata pas setelah di cek 

kembali itu bukti pembeliannya terbawa di tasnya ji tapi lambat ketemu biasa jga ada 

bukti pembelian baru dia yang lupa catat.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, pernah terjadi kesalahan 

dalam proses pencatatan oleh kaur keuangan sebelumnya, beliau kehilangan 

salah satu bukti pengeluaran dan juga pernah lupa mencatat pengeluaran kas 

yang terjadi.  

Jadi bagaimana laporan akhirnya itu pak? 

“Iya pas pembuatan laporan semester satu ji itu baru dia dapat. Untung itu kejadiannya 

pas bulan yang baru lewatnya ji jadi dalam proses pi lpjnya dia buat bukan yang sudah 

lama, kalau yang lama bisa jadi di bongkar semua lagi lpjnya.” 

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’kemudian mengatakan bahwa  

masalah tersebut tetap terselesaikan sebab kekeliruan yang dilakukan terjadi 

sebulan sebelum pembuatan lpj semester pertama sehingga tidak 

mempengaruhi laporan lain karena laporan untuk pembelian yang bermasalah 

diatasi saat proses pembuatan laporannya. 

4. Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala 

desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya? 
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“Iya cocokmi.” 

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Sangkaropi’, laporan 

pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala lembang dan 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Selaluji tepat waktu setiap bulan? 

“Iya kecuali yang 1 bulan tadi itu agak lambat karena persoalan bukti pembeliannya.” 

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ mengatakan bahwa laporan 

pertanggungjawaban bulanan selalu tepat waktu dilaporkan kecuali bulan saat 

terdapat kesalahan yang sudah disebutkan diatas. 

Tapi keseluruhan penatausahaannya apakah sudah sesuai dengan 

Permendagri nomor 20 tahun 2018? 

“Iya sesuaiji biar banyak masalahnya tetapji sesuai, tapi ada beberapa berkas yang 

dibawa sama bendahara lama.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, penatausahaan di Lembang 

Sa’dan Sangkaropi’ sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 

walaupun menghadapi banyak masalah namun ada beberapa berkas yang 

terbawa oleh kaur keuangan yang lama. 

Berkas apa itu pak? 

“Kayak RAB sama sebagian berkas APBD. Karena kemarin kita cari ternyata terbawa 

sama dia tapi kalau dari aplikasi juga lengkap semua ji dari buku kas umum, pembantu 

pajak sama buku bank tapi belum di cek semua isi detailnya karena saya juga masih 

baru.” 

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ menjelaskan bahwa berkas 

yang terbawa oleh kaur keuangan lama berupa RAB tahun 2020 dan beberapa 

berkas APBD, data itu ada tetap ada dalam aplikasi yang digunakan desa tapi 

kaur keuangan yang baru belum mengecek satu persatu perinciannya.  
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Tabel 4.15 

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut  

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S = Sesuai, TS 

= Tidak Sesuai, BT = 

Belum Terjadi) 

Penatausahaan keuangan dilakukan 
oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana 

fungsi Kebendaharaan. 

Penatausahaan di Lembang 
Sa'dan Pebulian dilakukan 

oleh Kaur Keuangan Desa 

sebagai pelaksana fungsi 

Kebendaharaan. 

S 

Kaur Keuangan wajib melakukan 
pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta dalam buku kas 

umum. 

Kaur Keuangan di Lembang 
Sa’dan Pebulia wajib 

melakukan pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran 

serta dalam buku kas umum. 

S 

Pencatatan pada buku  kas umum 

ditutup setiap akhir bulan 

Pencatatan pada buku  kas 

umum di Lembang Sa’dan 
Pebulian ditutup setiap akhir 

bulan 

S 

4.6.1.2 Pelaporan 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan, Kepala Desa 

menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada 

bupati/walikota melalu camat, laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan 

pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan paling 

lambat minggu edua bulan Juli tahun berjalan. 

4.6.1.2.1 Pelaporan Lembang Sa’dan Pebulian 

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 68 dimana kepala desa menyapaikan 

laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui 

camat, laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa 

dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan 

Juli tahun berjalan. 
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Tabel 4.16 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERSUMBERDANA 

PEMERINTAHAN LEMBANG SA’DAN PEBULIAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

KODE 

REK 

URAIAN ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

LEBIH 

(KURANG) 

(Rp) 

1 2 3 4 5 

4. PENDAPATAN       

4.2        Pendapatan Transfer                  

495.679.700,00  

             

495.679.700,00  

0,00 

4.2.3        Alokasi Dana Desa                  
495.679.700,00  

             
495.679.700,00  

0,00 

  JUMLAH PENDAPATAN                  
495.679.700,00  

             
495.679.700,00  

0,00 

5. BELANJA       

1   BIDANG PENYELENGGARAN 

PEMERINTAHAN DESA 

                 

498.179.700,00  

             

498.179.700,00  

0,00 

01.01     Penyelenggaraan Belanja Siltap, 

Tunjangan dan Operator 

                 

461.996.600,00  

             

461.996.600,00  

0,00 

01.01.01      Penyediaan Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Kepala Desa 

                   

60.000.000,00  

               

60.000.000,00  

0,00 

5.1.        Belanja Pegawai                    

60.000.000,00  

               

60.000.000,00  

0,00 

5.1.1.          Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Kepala Desa 

                   

60.000.000,00  

               

60.000.000,00  

0,00 

5.1.1.01.             Penghasilan Tetap Kepala Desa                    
30.000.000,00  

               
30.000.000,00  

0,00 

5.1.1.02.             Tunjangan Kepala Desa                      
6.480.000,00  

                 
6.480.000,00  

0,00 

5.1.1.99.             Penerimaan Lain-lain Kepala Desa 
yang Sah 

                   
23.520.000,00  

               
23.520.000,00  

0,00 

01.01.02.     Penyediaan Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Perangkat  

                 

249.627.600,00  

             

249.627.600,00  

0,00 

5.1.        Belanja Pegawai                  

249.627.600,00  

             

249.627.600,00  

0,00 

5.1.2.          Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Perangkat Desa 

                 

249.627.600,00  

             

249.627.600,00  

0,00 

5.1.2.01.             Penghasilan Tetap Perangkan Desa                  
245.091.600,00  

             
245.091.600,00  

0,00 

5.1.2.02.             Tunjangan Perangkat Desa                      
4.536.000,00  

                 
4.536.000,00  

0,00 

01.01.03.     Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala 

Desa dan Perangk 

                     

1.603.800,00  

                 

1.603.800,00  

0,00 

5.1         Belanja Pegawai                      

1.603.800,00  

                 

1.603.800,00  

0,00 

5.1.3.           Jaminan Sosial Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

                     

1.603.800,00  

                 

1.603.800,00  

0,00 

5.1.3.01.             Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.02.             Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.04.             Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat 

Desa 

                     

1.603.800,00  

                 

1.603.800,00  

0,00 

01.01.04.     Penyediaan Operasional Pemerintah 

(ATK, Honor P 

                   

60.765.200,00  

               

60.765.200,00  

0,00 
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5.2.          Belanja Barang dan Jasa                    

60.765.200,00  

               

60.765.200,00  

0,00 

5.2.1            Belanja Barang Perlengkapan                    

22.360.000,00  

               

22.360.000,00  

0,00 

5.2.1.01.               Belanja Alat Tulis Kantor dan 

Benda Pos 

                     

3.262.000,00  

                 

3.262.000,00  

0,00 

5.2.1.02.               Belanja Perlengkapan Alat-alat 

Listrik 

                     

2.040.000,00  

                 

2.040.000,00  

0,00 

5.2.1.05               Belanja Barang Cetak dan 

Penggandaan 

                     

2.508.000,00  

                 

2.508.000,00  

0,00 

5.2.1.06.               Belanja Barang Konsumsi 

(Makan/Minum) 

                   

11.000.000,00  

               

11.000.000,00  

0,00 

5.2.1.09.               Belanja Pakaian 

Dinas/Seragam/Atribut) 

                     

3.550.000,00  

                 

3.550.000,00  

0,00 

5.2.2            Belanja Jasa Honoranium                    

14.000.000,00  

               

14.000.000,00  

0,00 

5.2.2.01               Belanja Jasa Honoranium Tim 

Pelaksana Kegiatan 

                   

14.000.000,00  

               

14.000.000,00  

0,00 

5.2.3.            Belanja Perjalanan Dinas                    

24.405.200,00  

               

24.405.200,00  

0,00 

5.2.3.01.               Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Kabupaten/Kota 

                     

3.500.000,00  

                    

350.000,00  

0,00 

5.2.3.02               Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Kabupaten/Kota 

                   

20.905.200,00  

               

20.905.200,00  

0,00 

01.01.05.     Penyediaan Tunjangan BPD                    

90.000.000,00  

               

90.000.000,00  

0,00 

5.1         Belanja Pegawai                    

90.000.000,00  

               

90.000.000,00  

0,00 

5.1.4            Tunjangan BPD                    

90.000.000,00  

               

90.000.000,00  

0,00 

5.1.4.01.                Tunjangan Kedudukan BPD                    

90.000.000,00  

               

90.000.000,00  

0,00 

01.02.     Penyediaan Sarana Prasarana 

Pemerintahan Desa 

                   

16.000.000,00  

               

16.000.000,00  

0,00 

01.02.01.     Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 

Perkantoran Pemerintah 

                   

10.500.000,00  

               

10.500.000,00  

0,00 

5.2.         Belanja Barang dan Jasa                    

10.500.000,00  

               

10.500.000,00  

0,00 

5.2.6.            Belanja Pemeliharaan                    

10.500.000,00  

               

10.500.000,00  

0,00 

5.2.6.03.               Belanja Pemeliharaan Peralatan                    

10.500.000,00  

               

10.500.000,00  

0,00 

01.02.99.     Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana 

Pemerintahan Desa 

                     

5.500.000,00  

                 

5.500.000,00  

0,00 

5.2.        Belanja Barang dan Jasa                      

5.500.000,00  

                 

5.500.000,00  

0,00 

5.2.6.           Belanja Pemeliharaan                      

5.500.000,00  

                 

5.500.000,00  

0,00 

5.2.6.99.               Belanja Pemeliharaan Lainnya                      

5.500.000,00  

                 

5.500.000,00  

0,00 

01.04.     Penyelenggaraan Tata Praja 

Pemerintaha, Perencanaan  

                   

11.183.100,00  

               

11.183.100,00  

0,00 

01.04.01.     Penyelenggaraan Musyawarah 

Perencanaan Desa/Pem 

                     

1.000.000,00  

                 

1.000.000,00  

0,00 

5.2.         Belanja Barang dan Jasa                      

1.000.000,00  

                 

1.000.000,00  

0,00 

5.2.1.            Belanja Barang Perlengkapan                      

1.000.000,00  

                 

1.000.000,00  

0,00 

5.2.1.06.               Belanja Barang Konsumsi 

(Makan/Minum) 

                     

1.000.000,00  

                 

1.000.000,00  

0,00 
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01.04.03.     Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Desa (RPJMDesa/ 

                   

55.583.100,00  

               

55.583.100,00  

0,00 

5.2.         Belanja Barang danJasa                    

55.583.100,00  

               

55.583.100,00  

0,00 

5.2.1.            Belanja Barang dan Perlengkapan                         

683.100,00  

                    

683.100,00  

0,00 

5.2.1.01.               Belanja Alat Tulis Kantor dan 

Benda Pos 

                        

165.000,00  

                    

165.000,00  

0,00 

5.2.1.05.               Belalnja Barang Cetak dan 

Penggandaan 

                        

518.100,00  

                    

518.100,00  

0,00 

5.2.2.            Belanja Jasa Honoranium                      

4.900.000,00  

                 

4.900.000,00  

0,00 

5.2.2.01.               Belanja Jasa Honoranium Tim 

Pelaksana Kegiatan 

                     

4.900.000,00  

                 

4.900.000,00  

0,00 

01.04.05     Pengelolaan Administrasi/ Investasi/ 

Penilaian Aset D 

                     

4.600.000,00  

                 

4.600.000,00  

0,00 

5.2.         Belanja Barang dan Jasa                      

4.600.000,00  

                 

4.600.000,00  

0,00 

5.2.3.            Belanja Perjalanan Dinas                      

4.600.000,00  

                 

4.600.000,00  

0,00 

5.2.3.01.               Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Kabupaten/Kota 

                        

600.000,00  

                    

600.000,00  

0,00 

5.2.3.03.               Belanja Kursus Pelatihan                      

4.000.000,00  

                 

4.000.000,00  

0,00 

2   BIDANG PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN DESA 

                     

1.330.000,00  

                 

1.330.000,00  

0,00 

02.03     Sub Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

                   

12.200.000,00  

               

12.200.000,00  

0,00 

02.03.10.     Pembangunan/ Rehabilitasi/ 

Peningkatan/ Pengerasan Jalan 

                   

12.200.000,00  

               

12.200.000,00  

0,00 

5.3.        Belanja Modal                    

12.200.000,00  

               

12.200.000,00  

0,00 

5.3.5.           Belanja Modal Jalan/Prasarana 

Jalan 

                   

12.200.000,00  

               

12.200.000,00  

0,00 

5.3.5.01.               Belanja Modal Jalan-Honor Tim 

Pelaksana Kegiatan 

                        

122.000,00  

                    

122.000,00  

0,00 

5.3.5.02.               Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga 

Kerja 

                     

2.870.000,00  

                 

2.870.000,00  

0,00 

5.3.5.03.               Belanja Modal Jalan-Bahan 

Baku/Material 

                     

8.964.000,00  

                 

8.964.000,00  

0,00 

5.3.5.05.               Belanja Modal Jala-Administrasi 

Keegiatan 

                        

244.000,00  

                    

244.000,00  

0,00 

02.06.     Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, 

dan Informatika 

                     

1.100.000,00  

                 

1.100.000,00  

0,00 

02.06.02     Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 

(Poster, Baliho D 

                     

1.100.000,00  

                 

1.100.000,00  

0,00 

5.2.        Belanja Barang dan Jasa                      

1.100.000,00  

                 

1.100.000,00  

0,00 

5.2.1           Belanja Barang Perlengkapan                      

1.100.000,00  

                 

1.100.000,00  

0,00 

5.2.1.08              Belanja Bendera/Umbul-

umbul/Spanduk 

                     

1.100.000,00  

                 

1.100.000,00  

0,00 

3   BIDANG PEMBINAAN 

KEMASYARAKATAN 

                     

5.400.000,00  

                 

5.400.000,00  

0,00 

03.01     Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindungan Desa 

                     

5.400.000,00  

                 

5.400.000,00  

0,00 

03.01.01     Pengadaan/Penyelenggaraan Pos 

Keamanan Desa 

                     

5.400.000,00  

                 

5.400.000,00  

0,00 

5.2.         Belanja Barang dan Jasa                      

5.400.000,00  

                 

5.400.000,00  

0,00 
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5.2.2            Belanja Jasa Honoranim                      

5.400.000,00  

                 

5.400.000,00  

0,00 

5.2.2.05               Belanja Jasa Honoranium Petugas                      

5.400.000,00  

                 

5.400.000,00  

0,00 

4   BIDANG PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

0,00 0,00 0,00 

04.03     Sub Bidang Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Desa 

0,00 0,00 0,00 

04.03.01.     Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 

5.2          Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 

5.2.3.             Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 

5.2.3.03.                Belanja Kursus Pelatihan 0,00 0,00 0,00 

  JUMLAH BELANJA                  

507.879.700,00  

             

507.879.700,00  

0,00 

        

SURPLUS / (DEFISIT)                   

(12.200.000,00) 

             

(12.200.000,00) 

0,00 

6.   PEMBIAYAAN       

6.1.           Penerimaan Pembiayaan                    

12.200.000,00  

               

12.200.000,00  

0,00 

6.1.1               SILPA Tahun Sebelumnya                    

12.200.000,00  

               

12.200.000,00  

0,00 

  PEMBIAYAAN NETTO                    

12.200.000,00  

               

12.200.000,00  

0,00 

        

  SISA LEBIH / (KURANG) 

PERHITUNGAN ANGGARAN 

0,00  0,00  0,00  

Sumber : APBDesa Pebulian 2020 

Diatas telah disajikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD di Lembang 

Sa’dan Pebulian untuk tahun 2020, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu 

Hardiyanti sebagai Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Sangkaropi’, ia mengatakan 

laporan semester pertama disampaikan pada bulan Juli telah sesuai dengan 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan untuk pelaporan semester akhir tahun 2020 

sudah disampaikan pada bulan Januari. 

Untuk memperoleh gambar yang jelas terkait tentang Pelaporan Lembang 

Sa’dan Pebulian maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang sebagai 

berikut : 

1. Apakah kepala lembang meyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 

semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat? 
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“Kalau laporan semester satu itu sudah mi dilaporkan sama Bapak Kepala Lembang 

ke Bupati melalui BPMPL dengan tapi harus dengan sepengetahuan Camat waktu 

bulan Juli lalu, sama juga dengan penyampaian laporan akhir melalui BPML juga pas 

bulan Januari kemarin.” 

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, Kepala Lembang telah 

menyampaikan laporan semester pertama dan laporan akhir dengan tepat waktu 

kepada  Bupati/Walikota melalui BPMPL namun harus dengan sepengetahuan 

Camat. 

Apa itu BPMPL kak? 

“BPMPL itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang dek.” 

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian kemudian lanjut menjelaskan 

bahwa  BPMPL adalah singkatan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Lembang. 

Berperan sebagai apa itu BPMPL kak? 

“Mereka itu ikut membahas sama menyepakati rancangan peraturannya lembang, 

mereka juga yang terima sama salurkan aspirasinya masyarakat, paling penting itu 

mereka yang awasi kinerjanya kepala lembang.” 

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, BPMPL turut serta 

dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan lembang, menerima 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan peran terpenting BPMPL adalah 

mengawasi kinerja kepala lembang. 

Kenapa bukan camat yang teruskan ke bupati laporannya kak? 

“Kalau soal itu kurang tau juga dek, karena selalu ji begitu tapi memang harus 

disampaikan ke camat dulu tidak boleh langsung ke BPMPL tanpa disapaikan 

kecamat.” 
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Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian mengatakan bahwa beliau 

kurang tau alasan kenapa bukan camat yang meneruskan laporan 

pertanggungjawaban kepada bupati namun laporan pertanggungjawaban tidak 

boleh disampaikan kepada BPMPL sebelum disampaikan kepada camat 

terlebih dahulu. 

Apa-apa isinya itu laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kak? 

“Isinya itu laporan pelaksanaan APBDesa sama Laporan realisasi kegiatannya.” 

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, laporan pelaksanaan 

APBDesa semester pertama berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan 

realisasi kegiatan. 

2. Menurut Permendagri 20 kepala desa menyusun laporan dengan cara 

menggabungkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, apakah sudah sesuai? 

“Iya nak, kalau itu sudah jelasji tapi kurang paham kalau saya sendiriji yang kerja, 

harus dibantu sama juru bayar dan memang buan juli lalu sudah dilaporkan.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Pebulian’, kepala lembang menyusun 

laporan dengan cara menggabungkan laporan akhir realisasi pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan 

namun dalam pengerjaannya beliau dibantu oleh juru bayar. 

Juru bayar beda lagi dari kaur keuangan kah pak? 

“Sama ji,  cuma saya kebiasaan bilangnya juru bayar hahaha” 

Kepala Lembang Sa’dan Pebulian kemudian menjelaskan bahwa juru bayar 

sama saja dengan kaur keuangan, beliau terbiasa menyebut kaur keuangan 

dengan sebutan juru bayar. 
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Tabel 4.17 

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut 

Permendagri 20 tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara 

Keterangan ( S= 

Sesuai, TS = Tidak 

Sesuai, BT = Belum 

Terjadi ) 

Kepala Desa menyampaikan laporan 

pelaksanaan APBDesa semester pertama 

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. 

Laporan semester pertama 

dilaporkan Kepala desa kepada 

Bupati melalui BPMPL dengan 

sepengetahuan camat. 

S 

Laporan yang dimaksud berupa laporan 

pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi 

kegiatan 

Laporan berupa laporan 

pelaksanaan APBDesa dan 

Laporan Realisasi Kegiatan 

S 

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara 

menggabungkan laporan akhir realisasi 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran  paling 

lambat minggu kedua bualn Juli tahun 

berjalan. 

Laporan telah disusun menjadi 

Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Persumberdana  dan 

di serahkan oleh kepala desa 

pada bulan Juli 

S 

4.6.1.2.2 Pelaporan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 68 menyatakan, kepala desa 

menyapaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali 

Kota melalui camat, laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan 

pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan paling 

lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

Tabel 4.18 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA 

PEMERINTAH LEMBANG SANGKAROPI’ 

TAHUN ANGGARAN 2020 

KODE 

REK 

URAIAN ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

LEBIH(KURANG) 

(Rp) 

1 2 3 4 5 

4. PENDAPATAN       

4.2        Pendapatan Transfer       

505.815.500,00  

   

251.170.350,00  

254.645.150,00 

4.2.3        Alokasi Dana Desa       

505.815.500,00  

   

251.170.350,00  

254.645.150,00 

  JUMLAH PENDAPATAN       

505.815.500,00  

   

251.170.350,00  

254.645.150,00 

5. BELANJA       

1   BIDANG PENYELENGGARAN 

PEMERINTAHAN DESA 

      

482.931.250,00  

   

244.626.050,00  

238.305.200,00 
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01.01     Penyelenggaraan Belanja Siltap, 

Tunjangan dan Operasional 

      

472.758.350,00  

   

241.128.150,00  

231.630.200,00 

01.01.01      Penyediaan Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Kepala Desa 

        

60.000.000,00  

     

30.000.000,00  

30.000.000,00 

5.1.        Belanja Pegawai         

60.000.000,00  

     

30.000.000,00  

30.000.000,00 

5.1.1.          Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Kepala Desa 

        

60.000.000,00  

     

30.000.000,00  

30.000.000,00 

5.1.1.01.             Penghasilan Tetap Kepala Desa         

30.000.000,00  

     

15.000.000,00  

15.000.000,00 

5.1.1.02.             Tunjangan Kepala Desa           

6.480.000,00  

       

3.240.000,00  

3.240.000,00 

5.1.1.99.             Penerimaan Lain-lain Kepala Desa 

yang Sah 

        

23.520.000,00  

     

11.760.000,00  

11.760.000,00 

01.01.02.     Penyediaan Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Perangkat  

      

298.160.400,00  

   

149.080.200,00  

   149.080.200,00  

5.1.        Belanja Pegawai       

298.160.400,00  

   

149.080.200,00  

   149.080.200,00  

5.1.2.          Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Perangkat Desa 

      

298.160.400,00  

   

149.080.200,00  

   149.080.200,00  

5.1.2.01.             Penghasilan Tetap Perangkan Desa       

293.624.400,00  

   

146.812.200,00  

146.812.200,00 

5.1.2.02.             Tunjangan Perangkat Desa           

4.536.000,00  

       

2.268.000,00  

2.268.000,00 

01.01.03.     Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala 

Desa dan Perangk 

             

157.950,00  

          

157.950,00  

0,00 

5.1         Belanja Pegawai              

157.950,00  

          

157.950,00  

0,00 

5.1.3.           Jaminan Sosial Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

             

157.950,00  

          

157.950,00  

0,00 

5.1.3.01.             Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.02.             Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.03             Jaminan Ketenagakerjaan Kepala 
Desa 

             
145.800,00  

          
145.800,00  

0,00 

5.1.3.04.             Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat 
Desa 

               
12.150,00  

            
12.150,00  

0,00 

01.01.04.     Penyediaan Operasional Pemerintah 

(ATK, Honor P 

        

24.440.000,00  

     

16.890.000,00  

7.550.000,00 

5.2.          Belanja Barang dan Jasa         

24.440.000,00  

     

16.890.000,00  

7.550.000,00 

5.2.1            Belanja Barang Perlengkapan           

4.040.000,00  

       

4.040.000,00  

0,00 

5.2.1.01.               Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda 
Pos 

               
40.000,00  

            
40.000,00  

0,00 

5.1.2.06.               Belanja Barang Konsumsi 
(Makan/Minum) 

          
4.000.000,00  

       
4.000.000,00  

0,00 

5.2.2.            Belanja Jasa Honoranium         

20.400.000,00  

     

12.850.000,00  

7.550.000,00 

5.2.2.01.               Belanja Jasa Honoranium Tim 
Pelaksana Kegiatan 

          
9.000.000,00  

       
8.050.000,00  

950.000,00 

5.2.2.02.               Belanja Jasa Honoranium Pembantu 
Tugas Umum Desa/ 

        
11.400.000,00  

   
480.000.000,00  

6.600.000,00 

01.01.05     Penyediaan Tunjangan BPD         

90.000.000,00  

     

45.000.000,00  

45.000.000,00 

5.1.         Belanja Pegawai         

90.000.000,00  

     

45.000.000,00  

45.000.000,00 

5.1.4.            Tunjangan BPD         

90.000.000,00  

     

90.000.000,00  

45.000.000,00 

5.1.4.01.                Tunjangan Kedudukan BPD         

90.000.000,00  

     

45.000.000,00  

45.000.000,00 
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01.02     Penyediaan Sarana Prasarana 

Pemerintahan Desa 

          

1.622.900,00  

       

1.297.900,00  

325.000,00 

01.02.01.     Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 

Perkantoran Pemerintah 

          

1.622.900,00  

       

1.297.900,00  

0,00 

5.2.         Belanja Barang dan Jasa           

1.122.900,00  

       

1.122.900,00  

0,00 

5.2.5.            Belanja Operasional Perkantoran           

1.122.900,00  

       

1.122.900,00  

0,00 

5.2.5.01.               Belanja Jasa Langganan Listrik           

1.122.900,00  

       

1.122.900,00  

0,00 

5.3.         Belanja Modal              

500.000,00  

          

175.000,00  

325.000,00 

5.3.2.            Belanja Modal Pengadaan Peralatan, 

Mesin dan Alat Bera 

             

500.000,00  

          

175.000,00  

325.000,00 

5.3.2.99.               Belanja Modal Peralatan, Mesi dan 

Alat Berat Lainnya 

             

500.000,00  

          

175.000,00  

325.000,00 

01.04     Penyelenggaraan Tata Praja 

Pemerintaha, Perencanaan  

          

8.550.000,00  

       

2.200.000,00  

6.350.000,00 

01.04.03.     Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Desa (RPJMDesa/ 

          

3.950.000,00  

       

2.200.000,00  

1.750.000,00 

5.2.         Belanja Barang danJasa           

3.950.000,00  

       

2.200.000,00  

1.750.000,00 

5.2.2.            Belanja Jasa Honoranium           

3.950.000,00  

       

2.200.000,00  

1.750.000,00 

5.2.2.99.               Belanja Jasa Honoranium Lainnya           

3.950.000,00  

       

2.200.000,00  

1.750.000,00 

01.04.5.     Pengelolaan Administrasi/ 

Inventarisasi// Penilaian Aset De 

          

4.600.000,00  

0,00         4.600.000,00  

5.2.         Belanja Barang dan Jasa           

4.600.000,00  

0,00         4.600.000,00  

5.2.3.            Belanja Perjalanan Dinas           

4.600.000,00  

0,00         4.600.000,00  

5.2.3.01.               Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Kabupaten/Kota 

             

600.000,00  

0,00            600.000,00  

5.2.3.03.               Belanja Kursus Pelatihan           

4.000.000,00  

0,00         4.000.000,00  

3   BIDANG PEMBINAAN 

KEMASYARAKATAN 

          

2.800.000,00  

       

2.350.000,00  

450.000,00 

03.01     Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindun 

          

1.800.000,00  

       

1.350.000,00  

450.000,00 

03.01.02.     Penguatan & Peningkatan Kapasitas 

tenaga Keamanan/ 

          

1.800.000,00  

       

1.350.000,00  

450.000,00 

5.2.         Belanja Barang dan Jasa           

1.800.000,00  

       

1.350.000,00  

450.000,00 

5.2.2.            Belanja Jasa Honoranim           

1.800.000,00  

       

1.350.000,00  

450.000,00 

5.2.2.99.               Belanja Jasa Honoranium Lainnya           

1.800.000,00  

       

1.350.000,00  

450.000,00 

03.03     Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga           

1.000.000,00  

       

1.000.000,00  

       1.000.000,00  

03.03.06.     Pembinaan Karangtaruna/Klub 

Kepemudaan/Olahraga Tin 

          

1.000.000,00  

       

1.000.000,00  

       1.000.000,00  

5.2         Belanja Barang dan Jasa           

1.000.000,00  

       

1.000.000,00  

       1.000.000,00  

5.2.1.            Belanja Barang Perlengkapan           

1.000.000,00  

       

1.000.000,00  

       1.000.000,00  

5.2.1.06.               Belanja Barang Konsumsi 

(Makan/Minum) 

          

1.000.000,00  

       

1.000.000,00  

       1.000.000,00  

4   BIDANG PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

10.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 
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04.03     Sub Bidang Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Desa 

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

04.03.01     Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

5.2.          Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

5.2.3.             Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

5.2.3.03.                Belanja Kursus Pelatihan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

04.03.02.     Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

5.2.          Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

5.2.3.             Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

5.2.3.03.                Belanja Kursus Pelatihan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

04.04     Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak 

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 

04.04.01     Pelatihan dan Penyuluhan 

Pemberdayaan Perepuan 

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 

5.2.          Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 

5.2.1.            Belanja Barang Perlengkapan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 

5.2.1.06.               Belanja Barang Konsumsi 
(Makan/Minum) 

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 

  JUMLAH BELANJA       

495.731.250,00  

   

250.967.050,00  

244.755.200,00 

        

SURPLUS / (DEFISIT)         

10.084.250,00  

          

194.300,00  

9.889.950,00 

        

  SISA LEBIH / (KURANG) 

PERHITUNGAN ANGGARAN 

        

10.084.250,00  

          

194.300,00  

9.889.950,00 

Sumber : APBDesa Sangkaropi’ 2020 

Diatas telah disajikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD di Lembang 

Sa’dan Sangkaropi’ untuk tahun 2020, sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Bapak Marselinus sebagai Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Sangkaropi’,ia 

mengatakan bahwa laporan semester pertama disampaikan pada bulan Juli telah 

sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan untuk pelaporan semester 

akhir tahun 2020 sudah disampaikan pada bulan Januari. 

Untuk memperoleh gambar yang jelas terkait tentang Pelaporan Lembang 

Sa’dan Sangkaropi’ maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang 

sebagai berikut : 

1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester 

pertama kepada bupati/walikota melalui camat? 
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“Iya sudah saya laporkan ke BPMPL waktu bulan Juli lalu.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, beliau menyampaikan 

laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota 

melalui BPMPL bulan juni 2020. 

Nda pernah ji terlambat pak kita laporkan? 

“Iya tidak pernah ji.” 

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ mengatakan bahwa mereka tidak 

pernah terlambat menyampaikan laporannya. 

Apakah isinya berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi 

kegiatan? 

“Iya itu mi semua.” 

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ kemudian menjelaskan bahwa laporan 

pelaksanaan APBDesa semester pertama berupa laporan pelaksanaan 

APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. 

2. Menurut permendgri nomor 20 kepala desa menyusun laporan dengan cara 

menggabungkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran  

paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, apakah sudah sesuai? 

“Iya disusun seperti itu tapi tetap di bantu sama bendahara karena dia yang paling tau 

semua isi-isinya.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, dalam penggabungan 

laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran ia selalu dibantu oleh kaur 

keuangan sebab kurang memahami isi dari laporannya 

Pernahkan cuma bapak yang susun? 

“Kalau sendiri yah tidak pernah pasti selalu di bantu sama bendahara.” 
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Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, beliau tidak pernah 

menyusun laporan sendirian, beliau selalu di bantu. 

Tabel 4.19 

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut 

Permendagri 20 tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara 

Keterangan ( S= 

Sesuai, TS = Tidak 

Sesuai, BT = Belum 

Terjadi ) 

Kepala Desa menyampaikan laporan 

pelaksanaan APBDesa semester pertama 

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. 

Laporan semester pertama 

dilaporkan Kepala desa kepada 

Bupati melalui BPMPL dengan 

sepengetahuan camat. 

S 

Laporan yang dimaksud berupa laporan 

pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi 

kegiatan 

Laporan berupa laporan 

pelaksanaan APBDesa dan 

Laporan Realisasi Kegiatan 

S 

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara 

menggabungkan laporan akhir realisasi 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran  paling 

lambat minggu kedua buan Juli tahun 

berjalan. 

Laporan telah disusun menjadi 

Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Persumberdana  dan di 

serahkan oleh kepala desa pada 

bulan Juli 

S 

4.6.1.3 Pertanggungjawaban 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 menyatakan, kepala desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada 

Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan disampaikan 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan desa disertai dengan: 

1. Laporan keuangan, yang terdiri atas :  

a. Laporan realiasai APBDesa. 

b.  Catatan atas laporan keuangan. 

2. Laporan realisasi kegiatan 

3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke 

Desa.  
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4.6.1.3.1 Pertanggungjawaban Lembang Sa’dan Pebulian 

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 dimana , kepala desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui 

camat setiap akhir tahun anggaran. 

Untuk memperjelas gambaran yang jelas terkait tentang Pertanggungjawaban 

Lembang Sa’dan Pebulian maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang 

sebagai berikut : 

1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

APBDesa kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran? 

“Iya sama ji kayak yang tadi toh yang semester pertama itu bulan juli, kalau lpj akhir 

tahun biasanya bulan 1 dilaporkan mi lewat BPMPL kayak yang semester pertama, 

nanti BPMPL sama camat lagi yang terusan ke Bupati.” 

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, kepala desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada 

bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yaitu di bulan 

januari. 

Berarti perisji sistemnya dengan pelaporan semester satu sama yang akhir 

tahun ? 

“Iya sama ji sistemnya.” 

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian mengatakan bahwa cara 

pelaporan semester pertama dan laporan akhir sama-sama disampaikan kepada 

bupati melalui BPMPL dengan sepengetahuan camat. 

Kalau di laporkan bulan 1 berarti cepat ji disini selesaikan lpnya dikak? 

Padahal di peraturankan paling lambat 3 bulan tahun berikutnya. 
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“Iya, kita selalu langsung kerja lpjnya kalau sudah tutup buku biar tidak pusing lihat 

lagi sama pencatatan tahun berikutnya.” 

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, mereka berusaha untuk 

menyelesaikan laporan akhir dengan tepat waktu dan tidak menunda-nunda 

sampai batas pelaporan agar tidak mempengaruhi pencatatan di tahun yang 

berjalan. 

2. Apakah Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas 

laoran realisasi APBDesa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi 

kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya 

yang masuk ke desa? 

“Iya ada semua ji itu di dalam Perlemb.” 

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian kemudian menjelaskan bahwa 

Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laoran 

realisasi APBDesa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; 

dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk 

ke desa 

Tabel 4.20 

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut 

Permendagri 20 tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara Keterangan ( S= 

Sesuai, TS = Tidak 

Sesuai, BT = 

Belum Terjadi ) 

Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APBD 
Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui 

camat setiap akhir tahun anggaran. 

Laporan pertanggungjawaban realiasi 

APBDesa dilaporkan kepada 
Bupati/Wali Kota melalui camat 

setiap akhir tahun anggaran  

S 

Laporan pertanggungjawaban 

disampaikan paling lambat tiga bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan 
yang ditetapkan Peraturan Desa. 

Laporan pertanggungjawaban 

disampaikan paling lambat tiga bulan 

setelah akhir tahun anggaran 
berkenaan yang ditetapkan Peraturan 

Desa. 

S 

Peraturan Desa disertai dengan laporan 

keuangan yang terdiri atas laporan 
realisasi APB Desa dan catatan laporan 

keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan 

daftar program sektoral, program daerah 
dan program lainnya yang masuk ke 

Desa 

Peraturan Desa disertai dengan 

laporan keuangan yang terdiri atas 
laporan realisasi APB Desa dan 

catatan laporan keuangan; laporan 

realisasi kegiatan; dan daftar program 
sektoral, program daerah dan 

program lainnya yang masuk ke Desa 

S 
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4.6.1.3.2 Pertanggungjawaban Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 dimana , kepala desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui 

camat setiap akhir tahun anggaran. 

Untuk memperjelas gambaran yang jelas terkait tentang Pertanggungjawaban 

Lembang Sa’dan Sangkaropi’ maka dilakukan wawancara terhadap perangkat 

lembang sebagai berikut : 

1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran? 

“Iya kayak yang semester satunya ji lewat BPMPL.” 

Menurut Kepala Lembang Sangakropi’, beliau menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota 

melaluiBPMPL dengan sepengetahuan camat setiap akhir tahun anggaran. 

Kenapa tidak lewat camat pak? 

“Sama ji itu karena sebelum di setor ke BPMPL disampaikan dulu ke camat.” 

Kepala Lembang Sangakropi’ menjelaskan bahwa penyampaian laporan 

pertanggungjawaban kepada BPMPL sama saja kepda camat karena sebelum 

ke BPMPL terlebih dahulu laporan wajib disampaikan kepada camat. 

Berarti sepertujuan camat baru di bawa ke BPMPL ? 

“Iya begitu mi” 

Menurut Kepala Lembang Sangakropi’, penyampaian laporan 

pertanggungjawaban tidak dapat disampaikan kepada BPMPL jika belum 

disetujui oleh camat. 
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2. Apakah Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa? 

“Iya, di perlemb ada itu kita juga laporkan di bulan januari kemarin.” 

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ menjelaskan bahwa Laporan 

pertanggungjawaban telah disampaikan di bulan januari setelah akhir tahun 

anggaran berkenaan dan ada ditetapkan dalam peraturan lembang. 

Apakah dalam penyampaian laporannya pernah terlambat pak? 

“Tidak pernah ji karena lama itu waktu yang dikasih.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, mereka tidak pernah 

terlambat menyampaikan laporannya karena jangka waktu yang diberikan 

terhitung lama yakni tiga bulan. 

3. Apakah Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas 

laporan realisasi APBDesa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi 

kegiatan; dan program sektoral, progam daerah dan program lainnya yang 

masuk ke desa? 

“Iya untuk Perlembnya isi-isinya sudah sesuai, ada smua itu.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, Peraturan desa disertai 

dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan 

catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan program sektoral, 

progam daerah dan program lainnya yang masuk ke desa 

Lengkap semua ji pak? 

“Iya lengkap tapi berkasnya belum kita cek kembali tersimpan atau terbawa juga sama 

bendahara lama.” 
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Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ kemudian menjelaskan bahwa berkas 

yang disebutkan diatas dulunya lengkap namun saat ini belum diperiksa 

kembali apakah masih tersimpan atau terbawa oleh kaur keuangan lama. 

Tidak dimasukkan kah dalam RPJM semua itu? 

“Kalau secara lengkap tidak, Cuma perlemnya ji saja.”  

 Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, yang dimasukkan ke dalam 

RPJM hanya Peraturan Lembang saja. 

Kenapa tidak dimasukkan pak? 

“Tidak memang dek , karena RPJM itu isinya rencana-rencana pembangunan 

menyangkut desa saja. Jadi dari perlemb cuma aturan-aturan desanya yang 

dimasukkan ke RPJM kalau laporan-laporan keuangan tidak.” 

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, semua berkas diatas tidak 

dimasukkan kedalam RPJM karena RPJM itu hanya berisi rencana-rencana 

pembangunan menyangkut desa saja yang dimasukkan dari peraturan lembang 

hanya aturan-aturan , jika menyangkut laporan keuangan tidak dimasukkan. 

Tabel 4.21 

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut 

Permendagri 20 tahun 2018 

Indikator Hasil Wawancara Keterangan ( S= 

Sesuai, TS = Tidak 

Sesuai, BT = 

Belum Terjadi ) 

Kepala Desa menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi APBD 

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui 

camat setiap akhir tahun anggaran. 

Laporan pertanggungjawaban realiasi 
APBDesa dilaporkan kepada 

Bupati/Wali Kota melalui camat setiap 

akhir tahun anggaran  

 
 

S 

Laporan pertanggungjawaban 

disampaikan paling lambat tiga bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan 

yang ditetapkan Peraturan Desa. 

Laporan pertanggungjawaban 

disampaikan paling lambat tiga bulan 

setelah akhir tahun anggaran 

berkenaan yang ditetapkan Peraturan 
Desa. 

 

 

S 

Peraturan Desa disertai dengan laporan 
keuangan yang terdiri atas laporan 

realisasi APB Desa dan catatan laporan 

keuangan; laporan realisasi kegiatan; 

dan daftar program sektoral, program 
daerah dan program lainnya yang masuk 

ke Desa 

Peraturan Desa disertai dengan laporan 
keuangan yang terdiri atas laporan 

realisasi APB Desa dan catatan 

laporan keuangan; laporan realisasi 

kegiatan; dan daftar program sektoral, 
program daerah dan program lainnya 

yang masuk ke Desa 

 
 

 

S 
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4.6.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mulai dari perencanaan hingga 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.  

4.6.2.1 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa’dan 

Pebulian 

Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat 

bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan 

sumber daya publik. (Ardianto, 2007). 

Berikut merupakan informasi yang didapat dari  hasil wawancara dengan 

Ibu Hardiyanti sebagai Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian: 

1. Apakah pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses masyarakat? apakah 

pengelolaan dana desanya sudah tansparan? 

“Kalau soal transparan itu sudah jelasji, dipasangkan spanduk di depan kantor 

mengenai jumlah pendapatan desa sama pengeluaran-pengeluarannya jadi bisa ji 

dilihat sama masyarakat kalau dating.” 

Menurut beliau, pengelolaan dana desanya sudah transparan dengan 

memasang spanduk yang berisi jumlah pendapatan desa serta pengeluaran desa 

di halaman kantor lembang.  

Apakah masyarakat bisa mengakses pencatatannya? 

“Iya, sebenarnya bisa ji juga na akses masyarakat itu dana masuk keluar tapi kalau 

secara rincian yang dana keluar masuk tidak pernahji ada masyarakat yang tanya-

tanya.” 
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Beliau menjelaskan bahwa masyarakat bisa mengakses pencatatan kas 

masuk dan keluar, namun sampai sata ini belum pernah ada masyarakat yang 

menanyakan perihal rincian dana desa. 

Sama sekali tidak adapi yang pernah tanyakan? 

“Iya selama sya menjabat di sini belum pernah pi ada yang datang tanyakan.” 

Menurut kaur keuangan, beliau  menjabat di Lembang Sa’dan Pebulian 

sama sekali tidak ada masyarakat yang menanyakan tentang kas masuk dan 

keluar 

2. Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat? 

“Iya jelasmi itu ada semua jiu itu di pajang dispanduk diluar.” 

Menurut beliau, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat  melalui 

pemasangan spanduk. 

Secara umumnya ji begitu kak? Nda di infokan perinciannya, seperti kalau 

ada pembangunan atau semacamnya?? 

“Oh kalau itu selalu ji ada setiap ada kegiatan di pasangkan papan total dana yang di 

pakai untuk kegiatan itu tapi kalau secara lengkap kayak penggunaan uang nya untuk 

beli perlengkapannya tidak kita pajang karena telalu banyak kalau mau di pajang 

semua. Tapi selaluji diinfokan kalau rapat-rapat sama masyarakat biasanya itu.” 

Kaur keuangan menjelaskan bahwa pemasangan papan pengumuman 

mengenai pengunaan dana untuk pembangunan hanya berisikan total dana 

yang digunakan, untuk perinciannya selalu disampaikan kepada masyarakat 

saat ada musyawarah atau rapat yang dihadiri masyarakat. 
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Berikut pula hasil dari wawancara kepada Bapak Petrus di kediamannya sebagai 

masyarakat : 

1. Apakah pengelolaan alokasi dana desa disini bisa di akses masyarakat? 

“Tae’ mo di tandai toh tae rah kibela pekutanan susinna toh, pa biasannna den ri di 

patiroanki tu jumlah dana di pakena sipira.” 

Bapak Petrus kurang tahu tentang apakah masyarakat boleh mengakses 

tentang pengelolaan alokasi dana desa karena mereka tidak pernah 

menanyakannya namun menurut beliau jumlah dana yang digunakan selalu 

diperlihatkan kepada masyarakat. 

Tapi menurut bapak apakah pengelolaanya sudah transparan di masyarakat? 

“ Umba susi toh?” 

Artinya : Bagaimana itu? 

Maksudnya terbuka ji kah ke masyarakat ini pemerintah kemasyarakatnya 

soal pengelolaan ADDnya 

“Oh, susi mo toh anna den pertemuan-pertemuan ko na pokada nasang siari  la di 

patumba tu seng. Jadi kusanga terbuka mo toh.” 

Menurut beliau pengelolaan dananya sudah transparan karena pihak pejabat 

desa selalu menyampaikan tentang akan digunakan di untuk apa saja dana yang 

ada dalam pertemuan yang diadakan. 

Pernahkah masyarakat mempermasalahkan kurangnya pembangunan disini 

atau menanyakan penggunaan dana kemana saja? 

“Kalau dulu pernah pas masih parah jalanan disini, sekarang sudah tidak mi lagi 

karena bagusmi jalanan banyak mi juga pos-pos di bikin.” 

Menurut beliau, masyarakat pernah mempermasalahkan perihal dana desa 

karena merasa pembangunan yang ada masih kurang, namun sekarang sudah 
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tidak lagi karena jalanan di Lembang Sa’dan Pebulian sudah baik dan sudah 

banyak pos ronda yang diadakan. 

Jadi sekarang pembangunan disini sudah benar-benar baik yah pak? 

“Kalau di bilang bagus  yah bagusmi, jalanan disini sudah bagus prasarana masyarakat 

juga diadakan mi.” 

Beliau menjelaskan bahwa pembangunan di desanya sudah baik dengan 

adanya perbaikan jalan dan pengadaan prasarana masyarakat. 

Sarana prasarana seperti apa contohnya pak? 

“Itu mi tadi kayak pos-pos na tempati masyarakat kumpul-kumpul untuk jaga-jaga. 

Saluran air juga dulu itu biasanya naik air ke jalanan kalau hujan, sekarang tidak 

terlalumi tapi memang belum semua dusun yang selesai kalau saluran air.” 

Beliau kemudian menjelaskan bahwa salah satu sarana prasarana yang di 

sediakan adalah pos penjagaan atau pos ronda untuk masyarakat yang ingin 

berjaga-jaga dan juga pembuatan saluran air untuk mengurangi penguapan air 

ke jalanan.  

Tapi tadi pak, pas saya dalam perjalanan kesini jalanan yang saya lewati  

kebanyakan kayak batu-batupi dan bisa di bilang masih perlu di benahi karena 

kalau tidak hati-hati bisa saja mencelakakan pengendara? 

“Oh kalau yang batu-batu dari bawah itu bukan wilayah Pebulian wlilayahnya dia 

Ballopasange’ itu kalau wilayah Pebulian itu semuanya sudah bagus. Kita sering 

sarankan ke mereka tapi memang belum di benahi.” 

Beliau juga menjelaskan bahwa jalanan menuju Sa’dan Pebulian masih sulit 

dilewati namun ternyata bagian yang rusak itu tidak termasuk dalam wilayah 

Sa’dan Pebulian melainkan Sa’dan Ballopasange’. Warga dari Sa’dan Pebulian 

sudah sering menyarankan agar jalanannya diperbaiki namun sampai saat ini 

masih belum dibenahi.  
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Apakah disediakan papan pengumuman menengenai kegiatan yang sedang 

dijalankan? 

“Iyo, kalau kayak ada rambat beton dipasangkan ji  total dana yang dipakai.” 

Menurut beliau, apabila ada kegiatan pembangunan yang dilakukan selalu 

disediakan papan yang berisikan total dana yang digunakan. 

Dirincikan kah itu ? 

“Tidak , cuma total dananya.” 

Bapak Petrus menjelaskan bahwa dalam papan pengumuan yang di pasang 

hanya berisi total dana saja tidak dengan perincian tentang penggunaan dana 

yang terpakai. 

2. Kalau ada musyawarah desa apakah masyarakat juga ikut hadir? 

“Kalau ada musyawarah-musyawarah biasanya berapaji masyarakat datang karena 

kadusji yang datang wakili masyarakat, mereka mi yang sampaikan apa yang di 

butuhkan didusun.” 

Menurut beliau, apabila ada musyawarah, masyarakat yang hadir hanya 

sedikit karena merasa ada kepala dusun yang mewakili masyarakat. Kepala 

dusun hadir untuk menyampaikan segala kebutuhan yang diperlukan di 

masing-masing dusun. 

Kenapa masyarakat cuma sedikit apakah memang tidak bisa datang ramai-

ramai? 

“Bisa ji sebenarnya, Cuma masyarakat juga ada kesibukannya masing-masing toh jadi 

tidak terlalu tertaik ji datang begituan yang penting ada hasil di lihat didepan mata yah 

sudah cukup. Ada-ada  terus ji juga yang datang ta’ satu atau dua orang masyarakat 

yang datang kayak saya mi itu, tapi cuma untuk lihat-lihat saja.” 

Beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat jarang hadir dalam musyawarah 

yang diadakan karena memiliki kesibukan masing-masing. Masyarakat di 
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Lembang Sa’dan Pebulian kurang tertarik untuk hadir dalam kegiatan tersebut, 

mereka menganggap asal ada hasil itu sudah cukup. Selalu ada masyarakat 

yang hadir dalam musyawarah walaupun hanya beberapa orang namun hanya 

untuk melihat-lihat saja. 

Oh memangnya tidak ada hak suaranya masyarakat pak? 

“Adaji tapi memang sudah diwakiliji sama pak kadus. Nanti kalau betul-betul perlu 

bicara baru kita bicara.” 

Menurut beliau, dalam musyawarah masyarakat tetap memiliki hak suara 

namun, mereka menganggap bahwa segala keperluan sudah disampaikan 

melalui kepala dusun. Mereka hanya angkat suara saat benar-benar perlu untuk 

berbicara. 

Oh iya pak, mayoritas masyarakat disini kerja sebagai apa ? 

“Kebanyakan petani.” 

Beliau juga mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat di Lembang 

Sa’dan Pebulian bekerja sebagai petani. 

Oh iya baik pak. Jadi disini sudah di jelaskan ji ke masyarakat pengelolaan 

alokasi dana desanya di? Bisa ji masyarakat akses juga kas keluar masuknya 

cuma belum pernah memang di tanyakan? 

“Iya cocokmi.” 

Menurut beliau, pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa’dan Pebulian 

sudah terbuka kepada masyarakat namun utuk akses keluar masuknya kas 

belum pernah dilakukan oleh masyarakat. 
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Tabel 4.22 

Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

 Menurut Perendagri Nomor 20 tahun 2018  

Indikator Hasil Wawancara 

Keterangan ( S=Sesuai, 

TS=Tidak Sesuai, 

BT=Belum Terjadi) 

Kegiatan pencatatan kas masuk 

maupun keluar dapat diakses 

dengan mudah oleh masyarakat. 

Serta disediakan papan 

pengumuman menengenai kegiatan 

yang sedang dijalankan. 

Pencatatan kas masuk dan keluar bisa 

diakses oleh masyarakat, serta terdapat 

papan pengumuman mengenai 

informasi dana yang digunakan untuk 

menjalankan suatu kegiatan. 

S 

Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa 

diinformasikan kepada masyarakat. 

Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa diinformasikan 

kepada masyarakat. 

S 

Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan ADD disampaikan 

kepada Bupati/Walikota melalui 

camat. 

Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan ADD disampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui BPMPL 

dengan sepengetahuan camat. 

S 

4.6.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’ 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta 

hasil-hasil yang dicapai.  

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Marselinus sebagai Kaur Keuangan 

Lembang Sa’dan Sangkaropi’ terkait transparansi di Lembang Sa’dan Sangkaropi’: 

1. Apakah kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat. Serta disediakan papan pengumuman menengenai 

kegiatan yang sedang dijalankan? 

“Tidak adaji masalah kalau masyarakat mau akses pencatatannya, diperbolehkan ji 

karena memang masyarkat harus tau.  Kalau papan pengumuman jelas ada karena 

selalu ditinjau dari kepolisian juga.” 
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Menurut Kaur Keuangan, kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar 

dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan papan pengumuman wajib 

dipasang karena selalu diawasi oleh pihak keamanan. 

Setiap kapan polisi datang cek itu pak? 

“Tidak menentu waktunya.” 

Menurut beliau, pihak keamanan tidak menentukan waktu kapan mereka 

akan datang meninjau pekerjaan dari pihak desa. 

Kalau mereka datang apakah ada penyampaian dulu bilang mau datang atau 

bagaiamana? 

“Iya, selalu dikasih informasi dulu kalau mau mengunjungi.” 

Beliau mengatakan bahwa pihak keamaan selalu memberi informasi 

terlebih dahulu sebelum datang ke kantor desa atau ke tempat yang perlu 

diawasi. 

2. Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat? 

“Iya adaji lengkap dispanduk.” 

Menurut kaur keuangan, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara umum kepada 

masyarakat melalui spanduk  

Cuma secara umumnya yah pak yang di pasang di spanduknya? 

“Iya, kayak untuk pembagunan sekian untuk pemberdayaan masyarakat sekian.” 

Menurut beliau, dana yang dituliskan dispanduk hanya secara umum atau 

hanya berisi total dananya saja tidak secara rinci dari setiap penggunannya. 
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Itu semua dari ADD pak? 

“Tidak, gabung mi semua dari APBN sama APBL dalam satu spanduk karena 

memang yang kita sampaikan ke masayarakat itu total dana yang digunakan desa.” 

Kaur keuangan juga menjelaskan bahwa pendaanaan yang dipajang 

dispanduk merupakan total dari semua penggunaan desa baik dari APBN 

maupun APBL. 

3. Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat? 

“Iya jelas, di bawa sama ji itu lpj sama laporan realisasinya kayak yang saya bilang 

tadi lewat BPMPL tapi dengan sepengetahuan camat.” 

Beliau juga menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada 

bupati/walikota melalui BPMPL dengan sepengetahuan camat. 

Berikut pula hasil dari wawancara kepada Ibu Fera di kediamannya sebagai 

masyarakat : 

1. Apakah pengelolaan alokasi dana desa disini bisa di akses masyarakat? 

“Kayaknya bisa ji.” 

Menurut Ibu Fera, pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’ bisa diakses oleh masyarakat. 

Apakah ibu pernah menanyakan soal perincian kas masuk dan keluar di 

Lembang? 

“Sampai sekarang kalau saya yah belum pernah tanyakan yang begituan, tidak tau 

kalau yang lain pernah kah tidak tapi kalau mau ditanyakan itu bakalan di kasih lihat 

jiki.” 
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Ibu Fera menjelaskan bahwa beliau belum pernah menanyakan tentang 

perincian kas masuk dan keluar desa namun beliau kurang tau apakah ada 

masyarakat yang pernah menanyakan soal itu. Menurut beliau apabila 

masyarakat ingin menanyakannnya pasti akan diberikan. 

Kenapa tidak pernah ditanyakan? Aman-aman sajajikah selama ini bu? 

Maksudnya tidak pernah ji ada masalah terkait pengelolaan dananya? 

“Kalau di bilang aman yah yang kita lihat selama ini yah aman-aman saja yah sampai 

sekarang. Tidak pernah ji ada masalah kayaknya.” 

Ibu Fera juga menjelaskan bahwa tidak pernah menanyakannya karena 

menganggap bahwa dalam pengelolaan dana desa tidak pernah terjadi masalah. 

2. Menurut ibu apakah pengelolaanya sudah transparan di masyarakat? 

“Transparan ji.” 

Menurut Ibu Fera pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa’daan 

Sangkaropi’ sudah transparan. 

Kenapa dikategorikan transparan? 

“Karena selalu ji disampaikan dana yang di pakai berapa lewat spanduk yang dipasang 

dan jelasji dilihat nyata hasilnya ada ji.” 

Ibu Fera menganggap pengelolaan alokasi dana desa di Lembang sa’dan 

Sangkaropi’ sudah transparan karena adanya pemasangan spanduk mengenai 

penggunaan dana dan melihat hasil yang ada di desa seperti apa. 

Contohnya seperti apa bu hasilnya? 

“Kayak jalanan toh, Sangkaopi’ mi jalanan paling rusak dulu di Sa’dan tapi sekarang 

tidak lagi sudah bagus semua kecuali yang jalan tembus Luwu karena jalan provinsi 

dia itu jadi baru dalam pengerjaan sekarang karena cuma itu akses dari palopo ke toraja 

yang bisa na lewati mobil semenjak yang longsor di Battang jadi di perbaiki mi.” 
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Beliau juga menjelaskan bahwa salah satu hasil dari penggunaan dana yang 

dimaksud Ibu Fera adalah perbaikan jalanan. Beliau mengatakan dulunya 

wilayah Sa’dan Sangkaropi’ merupakan lembang yang akses jalannya paling 

parah dari semua lembang di Sa’dan, namun sekarang sudah tidak lagi kecuali 

jalan yang termasuk dalam jalan provinsi , saat ini jalan tersebut sedang dalam 

proses pegerjaan, karena sudah ramai dilalui olehpengendara semenjak terjadi 

longsor di daerah Battang. 

Oh yang penghubung toraja-palopo yah bu? 

“Iya karena semenjak longsor disitu betu-betul putus akses dari sana ke Toraja, nah 

satu-satunya jalan dari sana yah lewat sini lewat Sangkaropi’ tapi kemari itu masih 

parah sekali medannya dari sana, lumpurnya betul-betul susah di lewati apalagi kalau 

orang naik motor banyak mi yang sudah jatuh itu makanya di benahi mi sekarang dari 

provinsi, tapi sekarang adai jembatan baru di bekas tempat longsor tapi untuk 

pengendara motor ji, jadi tidak ada mi yang naik motor lewat sini sisa mobil-mobil.” 

Beliau kemudian lanjut menjelaskan bahwa semenjak longsor di wilayah 

Battang akses Palopo-Toraja hanya bisa melalui daerah Sa’dan sangkaropi; 

yang jalannya masih jauh dari kata layak. Banyak pengendara motor yang 

sudah jadi korban di jalur tersebut, namun sekarang jalur longsor tersebut 

sudah dibenahi tapi hanya pengendara motor yang bisa melaluiny. Saat ini jalan 

akses Luwu-Toraja dalam wilayah Sa’dan Sangkaropi’ saat ini sudah dalam 

perbaikan sehingga jalan di wilayah Sa’dan Sa’ngkaropi’ saat ini sudah bisa 

disebut lebih baik. 

3. Kalau ada musyawarah desa apakah masyarakat juga ikut hadir? 

“Tidak tau juga eh, kayaknya jarang masyarakat datang tapi tidak tau ada kah tidak. 

Kadus ji itu selalu pergi.” 

Menurut Ibu Fera jarang ada masyarakat yang hadir dala musyawarah desa 

yang selalu hadir itu hanyalah kepala dusun. 



89 
 

 

Kalau ibu tidak pernah hadir kah? 

“Tidak pernah, saya tidak terlalu tertarik untuk datang . Kerjaan terlalu banyak jadi 

susah mau ikut-ikut begituan.” 

Ibu Fera mengatakan bahwa tidak pernah hadir dalam musyawarah desa 

karena kurang tertarik dengan kegiatannya, beliau merasa bahwa dia punya 

cukup banyak pekerjaan sehingga sulit untuk hadir dalam musyawarah desa. 

Ibu kerjanya sebagai apa bu? 

“Saya kerja di kantor kependudukan.” 

Ibu Fera mengatakan bahwa beliau bekerja di kantor kependudukan  

Oh iya bu, jadi penginformasian soal dana masyarakat cuma disampaikan 

lewat papan spanduk ya bu? 

“Kayaknya di sampaikan ji juga di pertemuan-pertemuannya pejabat desa itu, karena 

kadus kalau pulang pasti na cerita ji kalau ada soal dana-dana lagi disampaikan.” 

Menurut Ibu Fera informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa tidak 

hanya disampaikan melalui papan spanduk ta[i juga disampaikan dalam 

pertemuan pejabat desa karena setiap kepala dusung pulang dari pertemuan 

beliau selalu menceritakan hasil dari pertemuannya kepada masyarakat. 

Oh jadi menurut ibu pengelolaan alokasi dana desa di sini sudah transparan 

yah bu? 

“Iya transparan ji, kan na tau ji masyarakat dilihat ji juga buktiya.” 

Menurut Ibu Fera pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’ sudah transparan kepada masyarakat. 
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Tabel 4. 23 

Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

 Menurut Perendagri Nomor 20 tahun 2018  

Indikator Hasil Wawancara 

Keterangan ( S=Sesuai, 

TS=Tidak Sesuai, 

BT=Belum Terjadi) 

Kegiatan pencatatan kas masuk 

maupun keluar dapat diakses 

dengan mudah oleh masyarakat. 

Serta disediakan papan 

pengumuman menengenai kegiatan 

yang sedang dijalankan. 

Pencatatan kas masuk dan keluar bisa 

diakses oleh masyarakat, serta terdapat 

papan pengumuman mengenai 

informasi dana yang digunakan untuk 

menjalankan suatu kegiatan. 

S 

Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa 

diinformasikan kepada masyarakat. 

Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa diinformasikan 

kepada masyarakat. 

S 

Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan ADD disampaikan 

kepada Bupati/Walikota melalui 

camat. 

Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan ADD disampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui BPMPL 

dengan sepengetahuan camat. 

S 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil peneltian yang dilakukan oleh Rika 

Ardiyanti (2019) yang menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas dan artisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap permberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten 

Rembang. Dalam hasil penelitian yang dilakukan Arista Widiyanti (2017) yang 

menyatakan bahwa di Desa Suberejo pengelolaan alokasi dana desanya sudah 

akuntabel dan transparan sedangkan di Desa Kandung pengelolaan alokasi dana 

desanya tidak akuntabe dan transparan, kedua desa terletak di Kecamatan 

Winongan Kabupaten Pasuruan. Namun karena tingkat pemahaman masyarakat 

mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa masih 

rendah maka diharapkan kepada pihak pemerintahan Lembang agar selalu 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan analisis deskriptif 

kualitatif yang telah dibuat, maka dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa Penatausahaan pengelolaan keuangan Lembang Sa’dan Pebulian dan 

Lembang Sa’dan Sangkaropi’ sudah sesuai dengan lampiran dalam Permendagri 

nomor 20 tahun 2018. Pelaporan pengelolaan keuangan Lembang Sa’dan Pebulian  

dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ untuk semester pertama dan pelaporan semester 

akhirnya juga  telah terlaksana tepat waktu sesuai dengan Permendagri nomor 20 

tahun 2018. Tahap pertanggungjawabannya juga telah dilaporkan oleh Kepala desa 

melalui BPMPL dengan sepengetahuan camat ke Bupati sesuai dengan 

Permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan mencantumkan laporan keuangan, 

laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program 

lainnya yang masuk ke Desa. 

Dari segi transparansi untuk Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’ sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, yakni dengan 

adanya musyawarah untuk menerima keluhan warga yang diwakili oleh kepala 

dusun, selalu mengumumkan secara tertulis jumlah dana yang diterima dan 

memasang papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang berlangsung. 

Oleh sebab itu Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ 

dikatakan Transparan.
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5.2 Saran 

1. Bagi Pegawai Pemerintahan Lembang  

Setelah melihat tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana 

desa dikedua desa maka diharapkan kepada pegawai pemerintahan lembang untuk 

lebih memperhatikan pembukuan dari setiap laporan-laporan maupun data-data lain 

dari tahun sbelumnya agar lebih mudah saat diperlukan dikemudian hari dan lebih 

terbuka lagi kepada masyarakat dengan mengajak untuk berpartisipasi langsung 

dalam musyawarah-musyawarah yang dilakukan agar masyarakat lebih paham dan 

percaya kepada pegawai pemerintahan lembang di kedua desa. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini semoga bisa menjadi tambahan untuk referensi penelitian yang 

akan datang terkait dengan “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (Studi pada Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan 

Sangkaropi’ Kabupaten Toraja Utara).” 

  



 

DAFTAR PUSTAKA 

Abubakar, Herminawaty; Syamsuddin, Indah. Analisis Falsafah Budaya Bugis 

“Mapaccing, Malempu Na Magetteng” Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk 

Mencegah Kecurangan. 

Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-

Goverernment. Malang : Bayumedia Publishing. 

Ardiyanti, Rika. 2019. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan 

Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”, 

Program Studi Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 

Herman, Herman; Setiawan, Adil; Chahyono, Chahyono. Pemberdayaan home 

industry berbasis kelompok usaha bersama guna meningkatkan pendapatan 

masyarakat Desa Wiring Tasi. DEDIKASI, 2020, 22.1. 

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta. 

Maulana, Ahmad. 2014. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 

Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pekan 

Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”. Fakultas Syariah Dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Nasirah. 2016. “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa ( Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)” , Akuntansi 

Unniversitas Muhammadiyah Malang. 

Peraturan Daerah Nomor 3. 2014. tentang Pemerintahan Lembang  

Peraturan Pemerintah RINomor 27. 2005, tentang Desa 

Permendagri Nomor 37. 2007. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

Permendagri Nomor 20. 2018. tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

Putra PASJ, Sinarwati Kadek, Wahyuni MA.”Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seirit 

Kabupaten Buleleng”, vol : 8 No: 2 , 2017. Universitas Pendidikan Ganesha. 

diakses pada 5 Februari 2021 pukul 19:24  



94 
 

 

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, 

Bandung 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa 

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Widiyanti, Arsita. 2017. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan 

Winongan Kabupaten Pasuruan)”, Akuntansi Universitas Islam Negeri 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan otonomi di Indonesia Dalam Rangka 

Sosialisasi UU No. 32 Tshun 2004 tentang Pemerinth Daerah. Jakarta : PT 

RAJAGRAFINDO PERSADA. 

Yalti, Meisy Egi. 2020. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul 

Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah” , Ilmu Sosial dan Ilmu 

Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. 

 

Referensi Lain 

Riadi, Muchlisin. 2020. Transparansi Keuangan (Pengertian, Manfaat, Prinsip 

dan Pelaksanaan), https://www.kajianpustaka.com/2020/01/ transparansi-

keuangan.html, diakses pada 5 Februari 2021 pukul 15:57 

Pengadaan. 2019. Apa itu Transparansi, Tujuan dan Manfaatnya, Serta 

Indikatornya, https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-

adalah.html, diakses pada 25 April 2021 pukul 15:04

https://www.kajianpustaka.com/2020/01/%20transparansi-keuangan.html
https://www.kajianpustaka.com/2020/01/%20transparansi-keuangan.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-adalah.html


 

 

LAMPIRAN 1 : SURAT PERMOHONAN PENELITIAN 

 

  



 

 

  



 

 

LAMPIRAN 2 : BUKTI OBSERVASI  

  



 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN 3: PERATURAN LEMBANG SA’DAN PEBULIAN NOMOR 06 

TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA LEMBANG SA’DAN PEBULIAN TAHUN ANGGARAN 2020  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 4 : APBDesa Tahun Anggaran 2020 Lembang Sa’dan Pebulian 

  



 

 

LAMPIRAN 5 : BUKU KAS UMUM LEMBANG SA’DAN PEBULIAN 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN 6 : PERATURAN KEPALA LEMBANG SANGKAROPI’ 

NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG SANGKAROPI’ TAHUN 

ANGGARAN 2021 

  



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

LAMPIRAN 7 : BUKU KAS UMUM LEMBANG SA’DAN SANGKAROPI’  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN 8 : DOKUMENTASI  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


